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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki periode terakhir dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025,
dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan
nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal
sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi
yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi
birokrasi. Bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi
diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi,
kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi,
dan penajaman indikator reformasi birokrasi.

Penetapan strategi pada Road Map RB 2020-2024 setelah penajaman ini
dilakukan secara kolaboratif melibatkan kementerian/lembaga pengampu kebijakan
(leading institution) dengan memperhatikan prinsip logis, prioritas, kolaboratif, dan
antisipatif. Logis berarti pemilihan kegiatan dilakukan melalui kerangka berpikir logis
yang tepat, prioritas berarti memilih kegiatan yang paling mendesak untuk segera
dilakukan, kolaboratif berarti pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif
melibatkan banyak pengampu, serta antisipatif dengan memprediksi berbagai
kemungkinan perkembangan lingkungan strategis dan megatrend ke depan.

Salah satu upaya percepatan tersebut dilakukan melalaui penajaman Road Map
Reformasi Birokrasi periode 2020-2024 dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN RB) Nomor 3
Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Sebagaimana
tertuang dalam pasal 3A Permenpan Nomor 3 Tahun 2023, telah dilakukan
penyesuaian terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM
Tahun 2020-2024 melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-
13.0T.03.01 Tahun 2023.



Upaya lain yang dilakukan untuk mempercepat terwujudnya hasil pelaksanaan
reformasi birokrasi yang berdampak positif terhadap pencapaian sasaran
pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui evaluasi
reformasi birokrasi yang berfokus pada hasil dibandingkan dengan proses, sesuai
dengan PermenPAN RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Dengan ditetapkannya kedua PermenPAN RB dimaksud, perlu dilakukan
penyesuaian serta mencabut Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-
19.0T.03.01 Tahun 2020 Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan
HAM Tahun 2020-2024 serta Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-
01.0T.03.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi Tahun 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

7. Keputusan Menteri Hukum M.HH-13.0T.03.01 Tahun 2023 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024;

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi
Tahun 2023.

C. Maksud dan Tujuan
1. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberi panduan dalam pelaksanaan rencana
kerja tahunan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, baik
di tingkat Unit Utama, Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis, sehingga

dapat mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan;



2.

Adapun tujuan dilakukannya pelaksanaan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi

adalah untuk:

a. Memperoleh informasi tentang pelaksanaan dan pencapaian reformasi birokrasi
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,;

b. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi reformasi birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM periode selanjutnya;

c. Memberikan saran perbaikan guna meningkatkan pencapaian reformasi
birokrasi Kementerian Hukum dan HAM secara berkelanjutan.

D. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1.

Road Map Reformasi Birokrasi adalah panduan dalam melaksanakan rencana kerja
tahunan atau rencana aksi reformasi birokrasi, serta mengevaluasi pelaksanaan
program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi adalah bentuk penjabaran aksi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pelaksana Reformasi Birokrasi adalah seluruh unit kerja yang terlibat dan menjadi
penanggungjawab dalam penyusunan rencana aksi, pelaksanaan pemenuhan data
dukung rencana aksi serta evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun
sebelumnya.

Evaluasi Reformasi Birokrasi adalah serangkaian aktivitas pengambilan informasi,
analisis, dan pemberian nilai dengan tujuan untuk mengukur kemajuan capaian
pelaksanaan reformasi birokrasi serta memberikan rekomendasi perbaikan yang
berkelanjutan.

Evaluasi Internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh Evaluator Internal reformasi
birokrasi Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka memastikan perencanaan
dan pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan dengan baik dan mampu menjawab
permasalahan terkait tata kelola di Kementerian Hukum dan HAM.

Evaluator Internal adalah aparat pengawasan intern pemerintah dalam hal ini
Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan Evaluasi Internal reformasi birokrasi di
Kementerian Hukum dan HAM.

Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah upaya
perbaikan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada penyelesaian
permasalahan hulu terkait masalah umum birokrasi melalui berbagai kebijakan
kementerian/lembaga di tingkat meso.

Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah upaya
percepatan pencapaian dampak berbagai agenda prioritas pembangunan nasional
dengan mengurai dan menjawab untuk mengatasi akar permasalahan tata kelola
pemerintahan (debottlenecking) berbagai permasalahan hilir tata kelola yang terkait

tema yang sudah ditetapkan oleh tingkat makro.



BAB I
PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN REFROMASI BIROKRASI
(RKT RB)

A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Secara umum pelaksanaan RB General dibagi ke dalam dua tingkatan, yaitu
Nasional dan Instansional. Pada tingkat Nasional, pelaksanaan RB terdiri atas level
makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro mencakup penetapan arah kebijakan RB
secara Nasional serta monitoring dan evaluasi pencapaian program-program RB pada
level meso dan mikro. Tingkat pelaksanaan meso mencakup pelaksanaan kebijakan
RB oleh instansi yang ditetapkan sebagai leading institution. Instansi tersebut
bertanggung jawab dalam perumusan kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan
kebijakan makro, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, melakukan
monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaannya, serta menyampaikan laporan hasil

evaluasi tersebut TRBN.

{— NASIONAL

3 INSTANSIONAL

8.1. Tingkatan dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Pelaksanaan RB pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi
Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan RB level mikro yang
didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras
dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di
level makro dan meso yang bersifat mandatory. Sedangkan pelaksanaan yang didasari
pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir
kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal kementerian/
lembaga/pemerintan daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan
pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan.
Strategi pelaksanaan RB level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi

bagian dari evaluasi RB.
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2.2 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Level Mikro

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB pada level mikro yaitu:

1. Menetapkan Road Map RB;

2. Menyusun rencana aksi RB (pada kementerian Hukum dan HAM diterjemahkan
kedalam rencana kerja tahunan reformasi birokrasi);

3. Mengelola pelaksanaan rencana kerja tahunan;

4. Monitoring dan Evaluasi RB; serta

5. Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukkan

penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

B. Tahapan Pelaksanaan Level Mikro

1. Tahap pertama, yaitu menetapkan Road Map RB adalah tahapan yang paling
penting dan menentukan arah pelaksanaan reformasi birokrasi setiap
kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan
dalam Road Map RB kementerian/lembaga/pemerintah daerah antara lain:

a) Isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Instansional,
b) Capaian RB Instansional;

¢) Tujuan dan sasaran strategis RB Instansional,

d) Strategi dan program RB Instansional baik general maupun tematik; serta

e) Manajemen/pengelolaan RB Instansional.

2. Tahap kedua, vyaitu menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk
mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam Road Map
RB instansi. Rencana aksi minimal berisi:

a) Rincian kegiatan;

b) Indikator output dari rincian kegiatan;
c) Target;

d) Waktu pelaksanaan; serta

e) Penanggungjawab.

3. Tahap Kketiga, yaitu mengelola pelaksanaan rencana kerja tahunan, yaitu
pelaksanaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana kerja tahunan.

Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka



Tim atau Unit Pengelola RB Internal perlu memastikan pelaksanaannya melalui

monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi

tanggung jawab unit terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB

Internal yang menangani hal tersebut.

4. Tahap keempat, yaitu Monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk:

a) Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan Mengukur ketercapaian target
pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB;

b) Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi;

c) Menilai kualitas pengelolaan RB internal. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi
RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan
secara internal oleh masing-masing kementerian/Lembaga/ pemerintah daerah.

5. Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang
telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini kementerian/lembaga/ pemerintah
daerah telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB
dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta

melakukan tindak lanjut perbaikan.

Koordinasi

Sekretaris Jenderal/ Monitoring dan Evaluasi
Sekretaris Utama/
Sekretaris K/L/D. Inspektorat Implementasi
Jenderal/Inspektorat

Utama/Inspektorat/Satuan
Pengawas Internal di K/L/D

@)
m oleh:
(@) O Strategic Transformation
Sayysa

e

Dimotori/Dikoordinatori

2.3. Pelaksana Reformasi Birokrasi pada Level Mikro

Selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan reformasi birokrasi tingkat
instansional pada level mikro melalui pemenuhan data dukung rencana kerja tahunan
reformasi birokrasi melalui aplikasi e-RB yang telah disusun sebelumnya bersama
seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan riview
dari Inspektorat Jenderal selaku evaluator internal dan telah ditetapkan dalam 251

rencana kegiatan sebagaimana lampiran dalam pedoman ini.



Kegiatan

WAKTU PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TAHUN 2024

PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUNAN REFORMASI BIROKRASI
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BAB Il
PENUTUP

Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
perlu dilakukan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, berdaya saing global dalam peningkatan pelayanan publik sehingga dapat
memberikan pelayanan terbaik dan bersih dari praktik KKN.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi pelaksana dan
evaluator internal, perlu ditetapkan ke dalam Pedoman Pelaksanaan Rencana Kerja
Tahunan Reformasi Birokrasi.

Diharapkan pedoman ini bermanfaat dalam pelaksanaan rencana kerja tahunan
reformasi birokrasi sebagai salah satu upaya meningkatkan indeks reformasi birokrasi
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jakarta, 29 Februari 2024
SEKRETARIS JENDERAL,

KOMJEM POL (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K, M.H.



Lampiran Pedoman

Nomor

Tanggal : 29 Februari 2024

RENCANA KERJA TAHUNAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2024

: SEK-1.PR.01.03 Tahun 2024

Waktu
(Iriﬁ:{j?gte Indikator Output dari Tt Pelaksanaan penanaating Jawes Data Dukung/Bukti
No. Outcome)/ Indikator Target Qutcome Rincian Kegiatan Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
SS.1 | Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel
S1 Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi
K.1 Penyederhanaan Tingkat 80% Terwujudnya
Birokrasi Implementasi struktur Melakukan Jumlah dokumen Dokumen laporan
(Penyederhanaan | Penyederhanaan organisasi/ laporan
Struktur Birokrasi birokrasi yang ;s)terﬂzﬁjcij’erhanaan penyederhanaan g?@? gﬁgzg??‘?:s;tas;ruktur
Organisasi)/ sederhana, S struktur - I
Transformasi wanstormasi | gyt | (Japatan 0.1.1 | Organisasi 1 KepalaBio | sekretariat | gooraield ORI
Organisasi organisasi . Administrasi) - (Jabatan Perencanaan Jenderal Eselon 1 yang didalamnya
Berbasis Kinerja berbasis kinerja, sejumlah 80% di Ad_ministrasi) . memuat matriks jumlah
dan Agile dan agile sesuai lingkungan Unit ;ejumlah 80%.d' jabatan semula menjadi
38393? target Eselon 1 Illznsgelfgrr]\glan Unit setelah disederhanakan
0
lingkungan Unit
Eselon 1. Jumlah dokumen
Menyusun uraian analisa jabatan
tugas untuk untuk setiap
setiap jabatan jabatan pada
pada struktur struktur Kenala Biro Sekretariat Dokumen uraian tugas
RK.2 | organisasi 10.2.1 | organisasi 1 pSDM Jenderal lingkup Kementerian
(Jabatan (Jabatan Hukum dan HAM
Administrasi) Administrasi)
Kementerian Kementerian
Hukum dan HAM Hukum dan HAM
(dokumen)




Sasaran Target Pelgzlgnuaan Penanggung Jawab
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
: Outcome)/ 9 9 Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Evaluasi atas Jumlah dokumen
penyederhanaan evaluasi atas Laporan evaluasi atas
struktur penyederhanaan Kepala Biro Sekretariat penyederhanaan struktur
RK.3 oroanisasi 10.3.1 | struktur 1 Perencanaan Jenderal organisasi Kementerian
K g : organisasi Hukum dan HAM (sesuai
ementerian ; !
Hukum dan HAM Kementerian Tata Naskah Dinas)
Hukum dan HAM
S.2 Terimplementasikannya Kebijakan Sistem Kerja Baru dengan Model Fleksibel bagi Pegawai ASN dengan Baik
K.3 Pelaksanaan Tingkat 4 Terlaksananya Jumlah Peraturan
Sistem Kerja Implementasi sistem kerja Menteri Hukum
Baru dengan Sistem Kerja Baru baru sesuai Menyusun dan HAM tentang
Model Fleksibel dan Fleksibilitas dengan Peraturan Menteri Sistem Kerja "
bagi Pegawai Bekerja Pegawai Permenkumham Hukum dan HAM dengan Model g:;aﬂxillnt,\e{lrir:r?ng:tkew
ASN tentang Sistem Fleksibel di . . . 9
) . Kepala Biro Sekretariat kerja dengan model
RK.4 | Kerja dengan 10.4.1 | Lingkungan 1 . e
) . ; Perencanaan Jenderal fleksibel di lingkungan
Model Fleksibel di Kementerian ;
Lingkungan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan
gKunga HAM yang telah disahkan
Kementerian yang telah
Hukum dan HAM disahkan
(Permenkumham
)
Kepala Biro
SDM, Kepala
Pusat data
dan teknologi
. Jumlah laporan informasi,
Implementasi ; ) . .
; . implementasi Seluruh Laporan implementasi
Sistem Kerja ) . . : ;
dengan Model Sistem Kerja Sek_rgtans ) Sistem Kerje} dengan
- 5 dengan Model Ditjen, Seluruh Unit | Model Fleksibel di
RK.5 | Fleksibel di 1051 - ; 1 b "
. Fleksibel di Seluruh Eselon | Lingkungan Kementerian
Lingkungan h . A
K . Lingkungan Sekretaris Hukum dan HAM (sesuai
ementerian ; !
Hukum dan HAM Kementerian Badan, Tata Naskah Dinas)
Hukum dan HAM Sekretaris
Inspektorat
Jenderal,
Kepala Divisi
Administrasi




Waktu

Sasar:?\n . . Target BalklieanEan Penanggung Jawab .
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indl_kat_or Outp_ut dari Data Dukung/Bu kti
: Outcome)/ Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
S.3 Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional
K.4 Pelaksanaan Tingkat 4 Termplementasi
Arsitektur SPBE Implementasi nya Kebijakan Melalukan Jumlah laporan Laporan evaluasi
Nasional Kebijakan Arsitektur SPBE evaluasi arsitektur evaluasi ars?itektur dan peta
(note: Arsitektur SPBE di lingkungan dan peta rencana arsitektur dan Kepala Pusat rencana SPBEp
Berdasarkan Kementerian RK.6 SPBE 10.6.1 peta rencana 1 Data dan Sekretariat Kementerian Hukum dan
Road Map SPBE Hukum dan ’ . e SPBE Teknologi Jenderal
Kemenkumham HAM sesuai Kementerian Kementerian Informasi HAM ta_hun 2023-2024
Hukum dan HAM (sesuai Tata Naskah
Tahun 2023-2024) dengan aturan tahun 2023-2024 Hukum dan HAM Dinas)
yang berlaku. tahun 2023-2024
Penyusunan Jumlah dokumen
rancangan rancangan Kepala Pusat Rancangan arsitektur
RK.7 arsitektur SPBE 1071 arsitektur SPBE 1 Data dan Sekretariat SPBE Kementerian
' Kementerian o Kementerian Teknologi Jenderal Hukum dan HAM tahun
Hukum dan HAM Hukum dan HAM Informasi 2025-2029
tahun 2025-2029 tahun 2025-2029
Penganggaran
pembangunan Jumlah dokumen
atau capture RKAKL .
pengembangan kegiatan sesuai Kepala Pusat Captu_re RKAKL kegiatan
S . . sesuai dengan peta
RK.8 aplikasi sesuai 1081 dengan peta 1 Data dan' Sekretariat rencana SPBE
dengan peta rencana SPBE Teknologi Jenderal ;
. / Kementerian Hukum dan
rencana SPBE Kementerian Informasi HAM tahun 2024
Kementerian Hukum dan HAM
Hukum dan HAM tahun 2024
tahun 2024
Penganggaran
aplikasi sesuai
gzgi%?]gf {;%rl'}ss Jumlah dokumen
2024: igpit;traenz};é}(; Ker;IZ sgﬁat Sekretariat Capture RKAKL kegiatan
RK.9 Pengembangan 10.9.1 de?] an rioril:as 1 Teknologi Jenderal sesuai dengan prioritas
Integrasi Aplikasi gan p 9! nasional tahun 2024
nasional tahun Informasi
Tata Kelola 2024
Regulasi Berbasis
Teknologi
Informasi




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Waktu

. . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Penganggaran
sesuai dengan
peta rencana
SPBE
Kementerian
Hukum dan HAM Jumlah dokumen
tahun 2024: capFure RKAKL_ Capture RKAKL kegiatan
1. kegiatan sesuai . .
Pengembangan 10.10. | dengan peta Direktur Ditjen sesual dengan peta
RK.10 ) : P 1 SISTIK Ditjen ) . rencana SPBE
sistem big data 1 rencana SPBE T Imigrasi f
> > - Imigrasi Kementerian Hukum dan
keimigrasian Kementerian HAM tahun 2024
2. Hukum dan HAM
Pengembangan tahun 2024
layanan
keimigrasian
dalam aplikasi
SIMKIM
terintegrasi
Penganggaran
sesuai dengan
peta rencana Jumlah dokumen
SPBE . capture RKAKL Capture RKAKL kegiatan
Kementerian kegiatan sesuai sesuai denaan peta
Hukum dan HAM 10.11. | dengan peta Direktur Tl -, 9an p
RKA1 1 tahun 2024: 1 | rencana SPBE 1 Ditien AHU | DiienAHU | rencana SPBE
: - ] Kementerian Hukum dan
1. Pembangunan Kementerian HAM tahun 2024
Layanan BHP Hukum dan HAM
2. Pembangunan tahun 2024
Layanan Hukum
Pidana dan Grasi
Penganggaran
sesuai dengan
peta rencana
SPBE . Jumlah dokumen
Kementerian capture RKAKL
Hukum dan HAM K P ) Direktur TI Capture RKAKL kegiatan
. egiatan sesuai . " .
tahun 2024: 10.12. | dengan peta dan Kerja Ditjen sesuai dengan peta
RK.12 | 1. Implementasi P gan p 1 Sama Ditjen Pemasyarak | rencana SPBE
1 rencana SPBE .
SPPT-TI . Pemasyarak atan Kementerian Hukum dan
2. Pembangunan Kementerian atan HAM tahun 2024
d;am Hukum dan HAM
pengembangan tahun 2024
aplikasi
pendukung
layanan PAS




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target

Waktu

Penanggung Jawab

. . Pelaksanaan ;
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
berbasis Tl
3. Pemeliharaan
dan pengelolaan
aplikasi
4,
Pengembangan
Aplikasi Opname
Fisik (Apik)
Penganggaran
sesuai dengan
peta rencana
SPBE
Kementerian
Hukum dan HAM
tahun 2024: Jumlah dokumen
L Implementas_l cap_ture RKAKL. Capture RKAKL kegiatan
Machine Learning kegiatan sesuai . .
) Ditjen sesuai dengan peta
2. 10.13. | dengan peta Direktur Tl
RK.13 1 o Kekayaan rencana SPBE
Pengembangan 1 rencana SPBE Ditjen Kl .

g : Intelektual Kementerian Hukum dan
Aplikasi Kementerian HAM tahun 2024
Kekayaan Hukum dan HAM
Intelektual tahun 2024
3.

Pengembangan
Aplikasi Paten
4. Kajian Robotic
Process
Automation (RPA)
Penganggaran
sesuai dengan
peta rencana Jumlah dokumen
SPBE capture RKAKL
Kementerian K Pt . Direktur Capture RKAKL kegiatan
egiatan sesuai . .
Hukum dan HAM 10.14. | dengan peta sistem dan sesuai dengan peta
RK.14 | tahun 2024: i gan p 1 teknologi Ditien HAM | rencana SPBE
1 rencana SPBE . . :
1. Pembangunan Kementerian informasi Kementerian Hukum dan
Aplikasi Datab_ase Hukum dan HAM HAM HAM tahun 2024
HAM Indonesia
tahun 2024

2. Pembangunan
Application
Programming




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target Pellegnuaan Penanggung Jawab
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Interface
(API)/Antarmuka
Pemprograman
Aplikasi
3.
Pengembangan
Sistem Aplikasi
Pelayanan
Informasi HAM/e-
Dashboard HAM
4.,
Pengembangan
Aplikasi Penilaian
Kriteria
Kabupaten/Kota
Peduli HAM
Penganggaran
sesuai dengan Jumiah dokumen Capture RKAKL kegiatan
capture RKAKL .
peta rencana ke - sesuai dengan peta
egiatan sesuai

SPBE 10.15 dengan peta rencana SPBE

RK.15 | Kementerian 1 ’ ren(?anapSPBE 1 BPHN Kementerian Hukum dan
Hukum dan HAM - HAM tahun 2024 (dengan

. Kementerian N
tahun 2024: keterangan/judul pada
Hukum dan HAM

Pengelolaan tahun 2024 gambar)
JDIHN
Penganggaran
sesuai dengan
peta rencana
SPBE
Kementerian
Hukum dan HAM Kepala Pusat
tahun 2024: g;ﬂﬁz ?:&?SE n Strategi
1. - . Evaluasi dan Capture RKAKL kegiatan
Pengembangan 10.16 Ié:?]'a;?]n Z?:ual Informasi BSK Hukum sesuai dengan peta

RK.16 | Aplikasi Sistem P gan p 1 Kebijakan rencana SPBE

; 1 rencana SPBE dan HAM 8
Informasi Kementerian Hukum dan Kementerian Hukum dan
Penelitian Hukum HAM BSK HAM tahun 2024
. Hukum dan HAM

dan Hak Asasi tahun 2024 Hukum dan
Manusia HAM

(SIPKUMHAM)
2.

Pengembangan
Aplikasi Survei
3AS




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target

Waktu

Penanggung Jawab

. . Pelaksanaan ;
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Jumlah laporan
Implementasi implementasi Laporan implementasi
Spllkay sesuai aplikasi berdasar Kepala Pusat aplikasi berdasar peta
engan peta 10.17 peta rencana Data dan Sekretariat rencana SPBE kegiatan
RK.17 | rencana SPBE " | SPBE kegiatan 1 ) pengembangan dan
- 1 Teknologi Jenderal o
Kementerian pengembangan Informasi pembangunan aplikasi
Hukum dan HAM dan (sesuai Tata Naskah
tahun 2024 pembangunan Dinas)
aplikasi
Implementasi
aplikasi sesuai lah |
dengan prioritas Jumlah laporan
nasional tahun implementasi
. pengembangan Laporan implementasi
2024: O Kepala Pusat .
. Integrasi Aplikasi . pengembangan Integrasi
Implementasi 10.18. Data dan Sekretariat o
RK.18 Tata Kelola 1 ) Aplikasi Tata Kelola
pengembangan 1 ) Teknologi Jenderal . .
S S Regulasi f Regulasi Berbasis
Integrasi Aplikasi . Informasi h .
Berbasis Teknologi Informasi
Tata Kelola )
) . Teknologi
Regulasi Berbasis Informasi
Teknologi
Informasi
Implementasi
belanja SPBE
sesuai dengan
peta rencana
SPBE Jumlah laporan
Kementerian elaksanagn
Hukum dan HAM Eelan'a SPBE Laporan pelaksanaan
tahun 2024: y belanja SPBE berdasar
berdasar peta .
1. Direktur - peta rencana SPBE
10.19. | rencana SPBE L Ditjen .
RK.19 | Pengembangan - 1 SISTIK Ditjen h ) kegiatan pengembangan
. - 1 kegiatan ) - Imigrasi
sistem big data Imigrasi dan pembangunan
e ° pengembangan S .
keimigrasian d aplikasi (sesuai Tata
an )
2. Naskah Dinas)
pembangunan
Pengembangan aplikasi
layanan P
keimigrasian
dalam aplikasi
SIMKIM
terintegrasi




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target Pelgzlgnuaan Penanggung Jawab
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Implementasi
belanja SPBE
. Jumlah laporan
sesuai dengan pelaksanaan
peta rencana belanja SPBE Laporgn pelaksanaan
SPBE berdasar peta belanja SPBESberdasar
Kementerian : peta rencana SPBE
RK.20 | Hukum dan HAM 10.20. rencana SPBE 1 D_|r_ektur n Ditjen AHU kegiatan pengembangan
. 1 kegiatan Ditjen AHU
tahun 2024: pengembangan dan pembangunan
1. Pembangunan dan aplikasi (sesuai Tata
Layanan BHP Naskah Dinas)
2. Pembangunan gem(ba_ngunan
Layanan Hukum piikasi
Pidana dan Grasi
Implementasi
belanja SPBE
sesuai dengan
peta rencana
SPBE
Kementerian
Hukum dan HAM
tahun 2024: Jumlah laporan
1. Implementasi pelak_sanaan Laporan pelaksanaan
gplsgggangunan Eglrzrellj:a?;tii Direktur T N belanja SPBE berdasar
d;‘:ln 10.21 rencana SPBE dan Ke_rj_a Ditjen pete_l rencana SPBE
RK.21 pengembangan 1 ’ kegiatan 1 Sama Ditjen Pemasyarak | kegiatan pengembangan
aplikasi pengembangan Pemasyarak atan dan pembangunan
atan aplikasi (sesuai Tata
pendukung dan Naskah Dinas)
layanan PAS pembangunan
berbasis TI aplikasi

3. Pemeliharaan
dan pengelolaan
aplikasi

4,
Pengembangan
Aplikasi Opname
Fisik (Apik)




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target

Waktu

Penanggung Jawab

. . Pelaksanaan ;
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
g Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Implementasi
belanja SPBE
sesuai dengan
peta rencana
SPBE
Kementerian
Hukum dan HAM J:Irgll(z;g:]aap;%ran
tahun 2024: p . Laporan pelaksanaan
. belanja SPBE .
1. Implementasi belanja SPBE berdasar
Machine Learning berdasar peta Ditjen peta rencana SPBE
10.22. | rencana SPBE Direktur Tl .
RK.22 | 2. - 1 . Kekayaan kegiatan pengembangan
1 kegiatan Ditjen Kl
Pengembangan Intelektual dan pembangunan
S pengembangan S .
Aplikasi aplikasi (sesuai Tata
Kekayaan dan Naskah Dinas)
Intelektual pembangunan
3 aplikasi
Pengembangan
Aplikasi Paten
4. Kajian Robotic
Process
Automation (RPA)
Implementasi
belanja SPBE
sesuai dengan
peta rencana
SPBE
Kementerian
Hukum dan HAM
tahun 2024:
1. Pembangunan Jumlah laporan
Aplikasi Database pelaksanaan Lanoran pelaksanaan
HAM Indonesia belanja SPBE . poran p
Direktur belanja SPBE berdasar
2. Pembangunan berdasar peta . d S
Application 10.23. | rencana SPBE sistem dan " peta rencana SPBE
RK.23 . P - 1 teknologi Ditien HAM kegiatan pengembangan
Programming 1 kegiatan . .
informasi dan pembangunan
Interface pengembangan likasi .
(AP1)/Antarmuka dan HAM aplikasi (s_esual Tata
Naskah Dinas)
Pemprograman pembangunan
Aplikasi aplikasi
3.
Pengembangan
Sistem Aplikasi
Pelayanan
Informasi HAM/e-
Dashboard HAM
4.
Pengembangan




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target Pellegnuaan Penanggung Jawab
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Aplikasi Penilaian
Kriteria
Kabupaten/Kota
Peduli HAM
Implementasi Jumlah laporan
belanja SPBE pelaksanaan Laporan pelaksanaan
sesuai dengan belanja SPBE poran p
belanja SPBE berdasar
peta rencana berdasar peta ota rencana SPBE
SPBE 10.24. | rencana SPBE peta
RK.24 . - 1 BPHN kegiatan pengembangan
Kementerian 1 kegiatan
dan pembangunan
Hukum dan HAM pengembangan S .
. aplikasi (sesuai Tata
tahun 2024: dan )
Naskah Dinas)
Pengelolaan pembangunan
JDIHN aplikasi
Implementasi
belanja SPBE
sesuai dengan Jumlah laporan
peta rencana elaksanagn Kepala Pusat
SPBE p - Strategi Laporan pelaksanaan
. belanja SPBE - .
Kementerian berdasar peta Evaluasi dan belanja SPBE berdasar
Hukum dan HAM P Informasi peta rencana SPBE
. 10.25. | rencana SPBE - BSK Hukum -
RK.25 | tahun 2024: - 1 Kebijakan kegiatan pengembangan
1 kegiatan dan HAM
1. engembangan Hukum dan dan pembangunan
Pengembangan (Fj)an HAM BSK aplikasi (sesuai Tata
Aplikasi Sistem Hukum dan Naskah Dinas)
; pembangunan
Informasi S HAM
aplikasi

Penelitian Hukum
dan Hak Asasi
Manusia




No.

Sasaran
(Immediate
Qutcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Rincian Kegiatan

Indikator Output dari
Rincian Kegiatan

Target

Waktu

Penanggung Jawab

(SIPKUMHAM)
2.

Pengembangan
Aplikasi Survei
3AS

RK.26

Pemeliharaan
sistem sesuai
peta rencana
SPBE

10.26.

Jumlah dokumen
capture aplikasi
sesuai peta
rencana SPBE

Pelaksanaan .
Data Dukung/Bukti
Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Kepala
Pusdatin,
Sekretaris
Itjen, Direktur
TI Ditjen
AHU,
Direktur TI
Ditjen KiI,
Direktur Tl
dan Kerja
Sama Ditjen Sekretariat
Pemasyarak Jenderal,
atan, Direktur Inspektorat
SISTIK Ditjen Jenderal,
Imigrasi, Ditjen AHU,
Kepala Pusat Ditjen K,
JDIHN Ditjen — .
1 BPHN, Pemasyarak Catpture apllkass'leBeé ual
Kepala Pusat | atan, Ditjen peta rencana
Strategi Imigrasi,
Evaluasi dan BPHN, BSK
Informasi Hukum dan
Kebijakan HAM, Ditjen
Hukum dan HAM, Ditjen
HAM BSK PP
Hukum dan
HAM,
Direktorat
pengundang
an,
penerjemaha
n, publikasi,
dan sistem
informasi

peraturan




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Target

Waktu

Penanggung Jawab

. . Pelaksanaan ;
Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan I LEitery IR et DR DU L
9 9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Perundang-
undangan
Ditjen PP
Indeks SPBE Memu | Tercapainya Melakukan Jumlah laporan
askar! Indeks_ SPBE monitoring dan monitoring dan Laporan monitoring dan
(Predi | sesuai dengan evaluasi evaluasi Kepala Pusat luasi pelaksanaan
kat) target yang telah pelaksanaan 10.27. | pelaksanaan Data dan Sekretariat evalasi pe
ditetapkan RK-27 | SpgE di 1 | SPBEdi 2 Teknologi Jenderal | SPBE padaKantor -
. lingkungan lingkungan Informasi Wilayah dan UPT (sesuai
; ; Tata Naskah Dinas)
Kementerian Kementerian
Hukum dan HAM Hukum dan HAM
Kepala Pusat
Data dan
Teknologi
Informasi,
Sekretaris
Inspektorat
Jenderal,
Direktur TI
Kerja sama
Ditjen PAS,
Menindaklanjuti Jumlah laporan Direktur . .
hasil monitoring tmda}k Ignjut hasil Slstlk.Dltjen Laporan tindak lanjut ha_sn
dan evaluasi 10.28 monitoring dan IM, Direktur Seluruh Unit monitoring dan evaluasi
RK.28 | evaluasi 1 Pengundang pelaksanaan SPBE oleh
pelaksanaan 1 Y Eselon | . h
SPBE oleh pelaksanaan an qullka5| Pusdatin (_sesual Tata
Pusdatin SPBE oleh penerjemana Naskah Dinas)
Pusdatin n DitjenPP,
Direktur TI
Ditjen AHU,
Direktur TI
Ditjen K,
Dirktur Infor
HAM Ditjen
HAM,
Kapusdok
BPHN,

Kapuspenko




Waktu

Sasaran Target Pelaksanaan Penanggung Jawab
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
: Outcome)/ Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
m BPSDM,
Kapus
Evaluasi dan
Data BSK
I Jumlah laporan
Monltorl.ng dan Monitoring dan Kepala Pusat Lo
Evaluasi - . Laporan Monitoring dan
10.29. | Evaluasi Data dan Sekretariat ;
RK.29 | Penyelenggaran 1 Penyelenggaran 1 Teknologi Jenderal Evaluasi Penyelenggaran
SPBE Kanwil dan SPBE Kanuild Iformas SPBE Kanwil dan UPT
UPT anwil dan nformasi
UPT
Pembentukan 10.30 Jumlah Dokumen Ke[;)):tlg ::sat Sekretariat
RK.30 | Tim Koordinasi 1 * | SKTim 1 Teknolog Jenderal SK Tim Koordinasi SPBE
SPBE Koordinasi SPBE Informasi
S4 Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerjayang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
K.5 Pelaksanaan Nilai SAKIP "BB" Meningkatnya Seluruh
Sistem akuntabilitas Kepala Biro,
Akuntabilitas pemerintah di Kepala Pusat
Kinerja Instansi lingkungan data dan
Pem erintah_ yang Kementerian .teknolog_i 1. Dokumen Perjanjian
Terintegrasi Hukum dan informasi, Kinerja yang di tanda
HAM. Seluruh tangani oleh Kepala
Sekretaris Satuan Kerja
Penyusunan Jumlah Dokumen Sl?elﬂjerﬂh Seluruh Unit | 2. Dokumen Rencana Aksi
RK.31 Rencana Alfsi 10.31. | Rencana AI_(_si 1 Sekretaris Esel(_)n I, atas Perjanjian Kinerja
’ atas Perjanjian 1 atas Perjanjian Badan Kanwil dan | yang ditanda tanga_nl
Kinerja Kinerja Sekretaris UPT kepala Satuan Kerja
3. Dokumentasi
Inspektorat Penandatanganan
Jenderal, Perjanjian Kinerja
Kepala Divisi
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi

di UPT




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Rincian Kegiatan

Indikator Output dari
Rincian Kegiatan

RK.32

Pimpinan
memantau
pencapaian
kinerja secara
berkala

Jumlah Laporan
Monitoring dan
evaluasi Rencana
Aksi atas
Pejanjian Kinerja

10.32.

Target Pellegnuaan Penanggung Jawab .
Data Dukung/Bukti
Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
BO3:
1. Dokumen monitoring
dan evaluasi atas
Pencapaian Kinerja
(Triwulan IV Tahun 2023):
a. Undangan
b. Daftar hadir
c. Notula dan dokumentasi
foto.
d. Laporan Monitoring dan
Evaluasi atas Pencapaian
Kinerja .
e. Laporan Tindak Lanjut
Seluruh Hasil Monitoring dan
Kepala Biro, Evaluasi atas Pencapaian
Kepala Pusat Kinerja.
data dan 2. Dokumen rapat monev
teknologi anggaran (Triwulan 1V
informasi, Tahun 2023):
Seluruh a. Undangan
Sekretaris b. Daftar hadir
Slﬂﬂjer[]h Seluruh Unit fc(;tl;lotula dan dokumentasi
8 EHEE D B0 Sekretaris Eselpn l d. Laporan.
B12 Kanwil dan
Badan, uPT
Sekretaris BO6:
Inspektorat 1. Dokumen monitoring
Jenderal, dan evaluasi atas
Kepala Divisi Pencapaian Kinerja
Administrasi, (Triwulan | Tahun 2024):
dan seluruh a. Undangan
fungsi b. Daftar hadir
administrasi c. Notula dan dokumentasi
di UPT foto.

d. Laporan Monitoring dan
Evaluasi atas Pencapaian
Kinerja .

e. Laporan Tindak Lanjut
Hasil Monitoring dan
Evaluasi atas Pencapaian
Kinerja.

2. Dokumen rapat monev
anggaran (Triwulan |
Tahun 2024):

a. Undangan

b. Daftar hadir

c. Notula dan dokumentasi




No.

Sasaran
(Immediate
Qutcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Rincian Kegiatan

Indikator Output dari
Rincian Kegiatan

Waktu

Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Data Dukung/Bukti
Eselon |, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
foto
d. Laporan.

B09:1. Dokumen
monitoring dan evaluasi
atas Pencapaian Kinerja
(Triwulan Il Tahun 2024):
a. Undangan b. Daftar
hadir c. Notula dan
dokumentasi foto. d.
Laporan Monitoring dan
Evaluasi atas Pencapaian
Kinerja . e. Laporan
Tindak Lanjut Hasil
Monitoring dan Evaluasi
atas Pencapaian
Kinerja.2. Dokumen rapat
monev anggaran (Triwulan
Il Tahun 2024): a.
Undangan b. Daftar hadir
c. Notula dan dokumentasi
foto d. Laporan. B12:1.
Dokumen monitoring dan
evaluasi atas Pencapaian
Kinerja (Triwulan Il Tahun
2024): a. Undangan b.
Daftar hadir c. Notula dan
dokumentasi foto. d.
Laporan Monitoring dan
Evaluasi atas Pencapaian
Kinerja . e. Laporan
Tindak Lanjut Hasil
Monitoring dan Evaluasi
atas Pencapaian

Kinerja.

2. Dokumen rapat monev
anggaran (Triwulan 11l
Tahun 2024):

a. Undangan

b. Daftar hadir

c. Notula dan
dokumentasi foto

d. Laporan.

Catatan:

Pimpinan terlibat pada
saat pemantauan capaian
kinerja.




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Waktu

. . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Kepala Biro
Perencanaan
, Seluruh
Sekretaris
- Jumlah Ditjen,
. Dokumen SK Tim Seluruh
Mekanisme Kerja Sekretaris . - Dokumen SK Tim Kerja
Penyusunan Seluruh Unit .
LKilP di 10.33 Penyusunan Badan, Eselon | Penyusunan LKjIP
RK.33 | | ! S| LKjIP 2 Sekretaris o] - Dokumen SOP
lingkungan 1 Kanwil, dan
} - Jumlah Inspektorat Pengumpulan Data
Kementerian Dokumen SOP Jenderal uPT Kinerja
Hukum dan HAM L ]
Pengumpulan Kepala Divisi
Data Kinerja Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT
Seluruh
Kepala Biro,
Kepala Pusat
data dan
teknologi
informasi, Dokumen LKj (Laporan
Jumlah Laporan Seluruh Kinerja) mengacu kepada
S porar Sekretaris format yang ditetapkan
Kinerja Instansi "
R . Ditjen, . dalam Kepmenkumham
Laporan kinerja Pemerintah Seluruh Unit
! . Seluruh M.HH-01.PR.03 Tahun
RK.34 '_(elah membenkan 10.34. | (LKjIP) Tahun 1 Sekretaris Esel_on . 2023 tentang Pedoman
’ informasi tentang 1 2023 Kanwil, dan
L . Badan, Penyusunan Laporan
kinerja Kementerian ) UPT o2 ’
Sekretaris Kinerja Instansi
Hukum dan HAM : . .
(laporan) Inspektorat I_Demenntah (LKjIP) dl_
Jenderal, lingkungan Kementerian
Kepala Divisi Hukum dan HAM
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target

Waktu

Penanggung Jawab

Pelaksanaan
L . Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
R e Rl Rincian Kegiatan Eselon | Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Kepala Biro
Perencanaan
. . Jumlah laporan , Seluruh
i\é&l‘gj 31';:“ t?r?]dm Evaluasi mandiri Sekretaris Laporan evaluasi mandiri
Penilai Mandiri AKIP oleh tim Ditjen, AKIP oleh tim Penilai
UPT. Kanwil dan 10.35 Penilai Mandiri Seluruh Seluruh Unit | Mandiri UPT, Kanwil dan
RK.35 Esel(’)n 1 di l " | UPT, Kanwil dan 1 Sekretaris Eselonldan | Eselon 1 dilingkungan
linakunaan Eselon 1 di Badan, Kanwil Kementerian Hukum dan
gkungar lingkungan Sekretaris HAM (sesuai Tata Naskah
Kementerian } .
Hukum dan HAM Kementerian Inspektorat Dinas)
Hukum dan HAM Jenderal,
Kepala Divisi
Administrasi
Pengembangan Jumlah laporan Laporan pengembangan
integrasi aplikasi 10.36. _pengempangan . Kepala Biro Sekretariat integrasi aplikasi e-
RK.36 e-Performance 1 integrasi aplikasi 1 Perencanaan Jenderal Performance dengan
e-Performance SIMPeg (sesuai Tata
dengan SIMPEG dengan SIMPEG Naskah Dinas)
Kepala Biro
Perencanaan - 1 Dok publikasi DIPA
, Kepala Biro (B03)
KeKuea;aglzn, - 1 Dok Publikasi Rencana
I Jumlah dokumen Pusdatin, aI_<S| atas Perjanjian
Publikasi Kinerja (B03)
perencanaan dan Seluruh o
dokumen | L . . - 1 Dok publikasi Renstra
d |0.37. | Pelaporan kinerja Sek_r_etarls Seluruh Unit (B09)
RK.37 | Perencanaandan 7| yang 4 Ditjen Eselon | dan S
’ pelaporan kinerja 1 dipublikasik Sel h i - 1 Dok Publikasi LKjIP
pada website |p(;1 i asl @n Euru ) Kanwi (B03)
Kemenkumham Ei n?e‘:]"keu ;‘;E;m Sg arde;ins Jika website bermasalah,
Sekretar’is maka dapat dipublikasikan
Inspektorat melalui media sosial
Jenderal, dan E:Se?:r? r;ﬁnyertakan surat
Kepala Divisi 9
Administrasi




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target

Waktu

Penanggung Jawab

. . Pelaksanaan .
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
- 1 Dok publikasi DIPA
(B0O3)
- 1 Dok Publikasi Rencana
A Jumlah dokumen - S
Publikasi erencanaan dan aksi atas Perjanjian
dokumen pela oran kineria Seluruh Kinerja (B03)
perencanaandan | 10.38. petap ! fungsi - 1 Dok Publikasi LKjIP
RK.38 L yang 3 . . UPT
pelaporan kinerja 1 dipublikasikan administrasi (BO3)
pada website ; da website di UPT Jika website bermasalah,
Kemenkumham P maka dapat dipublikasikan
Kemenkumham ; h )
melalui media sosial
dengan menyertakan surat
keterangan
. - 1laporan LHE SAKIP
. Jumlah evaluasi -
Evaluasi internal internal terhada Inspektorat Kementerian
implementasi 10.39. P 'SP Inspektorat - 1 laporan LHE SAKIP
RK.39 pelaksanaan 1 Wilayah 1, I,
SAKIP 1 SAKIP LIV V. VI Jenderal UKE |
Kemenkumham Kemenkumham e - 1 laporan LHE SAKIP
KANWIL
Evaluasi internal t]umlah evaluasi
RK.40 implementasi 10.40. |n;g£§;;eag1nadap 1 Kepala Divisi Kantor %F!gﬁg:lan trE ; Cvlgbp UPT
’ SAKIP 1 b Administrasi Wilayah inggung
SAKIP Kanwil)
Kemenkumham
Kemenkumham
Pelaksanaan Jumlah laporan
tindak laniut atas pelaksanaan Laporan pelaksanaan TL
rekomen (;asi hasil tindak lanjut atas atas rekomendasi
evaluasi tim rekomendasi KemenPAN RB
RK 41 enilai eksternal 10.41. | hasil evaluasitim 1 Kepala Biro Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi
’ g AKIP 1 penilai eksternal Perencanaan Jenderal SAKIP Kementerian
Kementerian SAKIP Hukum dan HAM Tahun
Kementerian 2023 (sesuai Tata Naskah
Hukum dan HAM kum d Di
Tahun 2023 Hukum dan HAM inas)
Tahun 2023




Waktu

Sasar:?\n . . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
: Outcome)/ 9 9 Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
K.6 Capaian Capaian IKU Predik | Tercapainya IKU BO03: Laporan monitoring
Akuntabilitas Kementerian at Kementerian dan evaluasi capaian
Kinerja "Baik" sesuai dengan kinerja dan anggaran yang
target yang telah memuat e-Monev,
ditetapkan SMART, dan e-
dalam Renstra Performance untuk
Kementerian Kepala Biro triwulan IV tahun 2023
Hukum dan p B06: Laporan monitoring
Perencanaan B :
HAM. Kepala dan evaluasi capaian
» epal kinerja dan anggaran yang
Pusdatin,
o Seluruh memuat e-Moneyv,
Monitoring dan . SMART, dan e-
evaluasi capaian Sek_rgtans Performance untuk
S Jumlah laporan Ditjen, .
kinerja dan o . triwulan | tahun 2024
monitoring dan Seluruh Seluruh Unit . o
anggaran secara 10.42. ] ; B03, BOG6, . B09: Laporan monitoring
RK.42 em evaluasi capaian 4 Sekretaris Eselon |, . )
periodik (e- 1 Kineria dan B09, B12 Badan Kanwil. UPT dan evaluasi capaian
Monev, SMART, ! . ' kinerja dan anggaran yang
d anggaran Sekretaris
an e- Inspektorat memuat e-Monev,
Performance) p SMART, dan e-
Jenderal,
Kepala Divisi P_erformance untuk
- - triwulan Il tahun 2024
Administrasi, . o
B12: Laporan monitoring
dan Kepala - )
dan evaluasi capaian
UPT o
kinerja dan anggaran yang
memuat e-Money,
SMART, dan e-
Performance untuk
triwulan Il tahun 2024
Note : sesuai Tata Naskah
Dinas
Capaian prioritas Predik | Tercapainya
nasional at Prioritas
"Baik" Nasional di Menyusun Jumlah dokumen Dokumen rencana aksi
lingkungan rencana aksi 10.43. | rencana aksi Kepala Biro Sekretariat S .
. RK.43 S ; L . 1 prioritas nasional tahun
Kementerian prioritas nasional 1 prioritas nasional Perencanaan Jenderal 2024
Hukum dan tahun 2024 tahun 2024

HAM.




Waktu

Sasar:?\n . . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
: Outcome)/ 9 9 Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Kepala Biro Laporan monitoring dan
Perencanaan evaluasi atas rencana aksi
, Seluruh prioritas nasional tahun
Monitoring dan Juml_ah _Iapc()jran Sekretaris 2024 (sesuai Tata Naskah
evaluasi atas monitoring dan Ditjen . Dinas)
- 10.44. | evaluasi atas ' Seluruh Unit AT
RK.44 | rencana aksi - 2 Seluruh Note: Bagi Unit Eselon |
L ) 1 rencana aksi . Eselon | - s
prioritas nasional I ) Sekretaris yang tidak memiliki
prioritas nasional -2 .
tahun 2024 Badan, dan prioritas nasional, dapat
tahun 2024 - .
Sekretaris melampirkan surat
Inspektorat keterangan sebagai data
Jenderal dukung.
K.7 Pelaksanaan Indeks 85 Terwujudnya Penyusunan
Sistem Perencanaan Sistem Rencana Jumlah Kepala Biro
Akuntabilitas Pembangunan Akuntabilitas Strategis P
— . . . Keputusan Perencanaan
Kinerja Instansi Kinerja Instansi Perubahan :
: . ; . Sekjen/Keputusa , Seluruh Dokumen Peraturan
Pemerintah yang Pemerintah Masing-Masing ien/ K ) en/
terintegrasi yang terintegrasi Unit Eselon | n lyen/Keputusan Sekretaris Seten/Peraturan
Ditjen/Keputusan Ditjen, . Itjen/Peraturan
. Tahun 2020-2024 | 10.45. Seluruh Unit .
RK.45 g Badan tentang 1 Seluruh Ditjen/Peraturan Badan
(standar kinerja 1 K . Eselon | S -
berbasis logic Rencana Sekretaris tentang Renca_na trategis
model sesuai Strategis Badan, dan Perubahan Unit Eselon |
ketentuan Perubahan Unit Sekretaris tahun 2020-2024
PermenPAN RB Eselon | tahun Inspektorat
Nomor 89 Tahun 2020-2024 Jenderal
2021)
Penyusunan draft Jumlah draft
Rencana Rencana Dokumen draft Rencana
RK.46 Strategis 10.46. | Strategis 1 Kepala Biro Sekretariat Strategis Kementerian
’ Kementerian 1 Kementerian Perencanaan Jenderal Hukum dan HAM tahun
Hukum dan HAM Hukum dan HAM 2025-2029
Tahun 2025-2029 Tahun 2025-2029
Kepala Biro
Perencanaan
, Kepala
Pusat Data
dan
Penyusunan Jumlah dokumen Teknologi
Rencana Kerja Rencana Kerja Informasi, Dokumen Rencana Keria
RK .47 (RENJA) Tahun 10.47. | (RENJA) Tahun 1 Seluruh Seluruh Unit (RENJA) Kementerian )
’ 2025 1 2025 Sekretaris Eselon |
. . . Hukum dan HAM
Kementerian Kementerian Ditjen,
Hukum dan HAM Hukum dan HAM Seluruh
Sekretaris
Badan, dan
Sekretaris
Inspektorat
Jenderal




Sasaran Target Pelgzlgnuaan Penanggung Jawab
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
: Outcome)/ 9 9 Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT

S5 Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)

K.8 Pelaksanaan Tingkat Kepatuhan 82,5 Terwujudnya 1. BO3: Dokumen
Pelayanan Publik | Standar kepatuhan sosialisasi/pelatihan
Prima Pelayanan Publik standar budaya pelayanan prima

pelayanan publik (Kegiatan dapat dilakukan
di lingkungan oleh internal satuan kerja.
Kementerian Contoh: sosialisasi,
Hukum dan bimtek, workshop, seminar
HAM. dan/atau pelatihan lainnya
yang bertujuan untuk
meningkatkan pelayanan
publik satuan kerja yang
dilakukan oleh
Kepala Biro narasumber eksternal
Pergncanaan seperti Kanwil, Unit Eselon
Kepala I, Unit Pengawasan
» Kepa (Inspektorat Jenderal),
Pusdatin, - .
_ Seluruh M_enpan atau Plha!<_ K_etlga
Telah dilakukan Jumlah dokumen Sekretaris lainnya yang memiliki
berbagai upaya upaya Ditien kompetensi untuk
peningkatan peningkatan jen pelatihan pelayanan
Seluruh . o
kemampuan kemampuan Sekretaris Seluruh Unit | publik):
RK.48 dan/atau 10.48. | dan/atau 5 B03, BO6, Badan Eselon I, a. Undangan
’ kompetensi 1 kompetensi B09, B12 . Kanwil, dan | b. Daftar hadir
Sekretaris .
tentang tentang UPT c. Notula dan dokumentasi
Inspektorat
penerapan penerapan Jenderal foto
budaya budaya Kepala Di\;isi d. Laporan Kegiatan
pelayanan prima pelayanan prima pala ; Peningkatan Budaya
Administrasi, Pelayanan Prima
dan seluruh y
fu_n_93| . 2. BO3: Laporan monev
administrasi -
di UPT yang melihat
kemampuan/kecakapan
petugas/pelaksana

layanan setelah
pelaksanaan sosialisasi
(Triwulan 1V Tahun 2023)
B06: Laporan monev yang
melihat
kemampuan/kecakapan
petugas/pelaksana
layanan setelah
pelaksanaan sosialisasi
(Triwulan | Tahun 2024)
B09: Laporan monev yang




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target Pelgzlgnuaan Penanggung Jawab
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
melihat kemampuan/
kecakapan petugas/
pelaksana layanan setelah
pelaksanaan sosialisasi
(Triwulan 1l Tahun 2024)
B12: Laporan monev yang
melihat kemampuan/
kecakapan petugas/
pelaksana layanan setelah
pelaksanaan sosialisasi
(Triwulan 11l Tahun 2023)
Catatan: Tidak boleh
menggunakan dokumen
kegiatan berupa foto apel
pagi atau pengarahan
pimpinan
Pemberian Jumlah !aporan Laporan _pemberlan
o Pemberian apresiasi kepada satuan
apresiasi kepada o h
. apresiasi kepada kerja yang
satuan kerja yang . . .
10.49. | satuan kerjayang Kepala Biro Sekretariat menyelenggaran
RK.49 | menyelenggaran 1 deral .
elayanan publik 1 menyelenggaran Perencanaan Jendera pelayan_an publik dengan
P ; pelayanan publik kategori pelayanan prima
dengan kategori dengan kategori (sesuai Tata Naskah
pelayanan prima g g .
pelayanan prima. Dinas)
Sekretaris
Ditjen AHU, Ditjen AHU,
Sekretaris Ditjen KiI,
Jumlah laporan Ditien Kl, dan | dan seluruh
Menindaklanjuti ! poran | seluruh fungsi . i .
. L tindak lanjut hasil - L .| Laporan tindak lanjut hasil
hasil Penilaian S fungsi administrasi o
Penilaian . . . Penilaian Kepatuhan
Kepatuhan tahun h h administrasi di Lapas hun 2023 oleh
RK.50 | 2023 oleh 10.50. | Kepatuhan tahun 1 di Lapas Kelas| | tahun2023oleh
’ 1 2023 oleh o Ombudsman Republik
Ombudsman Ombudsman Kelas | Cipinang, Indonesia (sesuai Tata
Republik Republik Cipinang, Kantor Naskah Dinas)
Indonesia Inch))nesia Kantor Imigrasi Non
Imigrasi Non TPI Khusus
TPI Khusus Jakarta
Jakarta Selatan

Selatan




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target Pelgzlgnuaan Penanggung Jawab
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Melakukan Jumlah laporan
sosialisasi UU sosialisasi UU Laporan sosialisasi UU
Nomor 25 Tahun Nomor 25 Tahun p
Nomor 25 Tahun 2009
2009 tentang 2009 tentang .
. . tentang Pelayanan Publik
Pelayanan Publik Pelayanan Publik
dan UU Nomor 37 Tahun
dan UU Nomor 37 dan UU Nomor
2008 tentang Ombudsman
Tahun 2008 37 Tahun 2008 . . h -
10.51. Kepala Biro Sekretariat Republik Indonesia
RK.51 | tentang tentang 1 .
Ombudsman 1 Ombudsman Perencanaan Jenderal dengan narasumber _darl
- ) Ombudsman Republik
Republik Republik
) : Indonesia (undangan
Indonesia dengan Indonesia dengan rapat. notula. daftar hadir
narasumber dari narasumber dari pat, » dail )
Ombudsman Ombudsman dan dokumentasi) (sesuai
Republik Republik Tata Naskah Dinas)
Indonesia Indonesia
Pendampingan Jumlah Ia_poran Laporan pendampingan
penyusunan 10.52. pendampingan Kepala Biro Sekretariat penyusunan dokumen .
RK.52 penyusunan 1 standar pelayanan publik
dokumen standar 1 dok d Perencanaan Jenderal B kah
elayanan publik okumen stan ar (s_esual Tata Naskal
P pelayanan publik Dinas)
ke, B03:
Kenala ’ 1. SK Kepala Satuan
Pusgatin Kerja ttg Penetapan
Seluruhy Pejabat Pengelola
Sekretaris Informasi Publik (PPID)
Jumlah laporan Ditjen, .
. pelaksanaan Seluruh . B03, BO6, BO9, B12:
Kebijakan tentang kegiatan Pejabat Sekretaris Seluruh Unit 2. Laporan pelaksanaan
RK.53 keterbukaan 10.53. Pe?l elola ! 5 B03, BO6, Badan Eselon |, kegiatan Tim PPID dalam
’ informasi publik 1 gelol: B09, B12 i, Kanwil, dan | hal penyebarluasan
. Informasi dan Sekretaris . =
telah diterapkan ) UPT informasi :
Dokumentasi Inspektorat a. Undangan
(PPID) Jenderal, b. Daftar%ladir
Kepala Divisi c- Notula dan
Administrasi, ) )
dan seluruh Dokumentasi _
funasi d. Laporan hasil
a dmin?strasi pelaksanaan keterbukaan
di UPT informasi publik




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target Pelgzlgnuaan Penanggung Jawab
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Pemanfaatan Jumlah laporan - 1 laporan pemanfaatan
. pemanfaatan . pelayanan publik digital
pelayanan publik pelayanan publik Kepala Biro melalui website (sesuai
RK.54 | digital melalui 10.54. 1 jigital melalui 2 Humas, Sekretariat | 1.2 Naskah Dinas)
website dan 1 - Hukum, dan Jenderal IR )
P . website dan ) - 1 laporan aplikasi mobile
aplikasi mobile PO . Kerja Sama ;
PPID aplikasi mobile PPID (sesuai Tata Naskah
PPID Dinas)
Kepala Biro
Umum,
Kepala Pusat
Data dan
Informasi,
Pelaksanaan Jumlah laporan Seluruh
publikasi Eﬁﬁﬁ(i?aan S?Dki;jeetg”s Laporan pelaksanaan
pelayanan pUb“.k pelayanan publik Seluruh Seluruh Unit publikasi pelayqnan publik
secara elektronik ) . secara elektronik dan non
10.55. | secara elektronik Sekretaris Eselon |, ; . ;
RK.55 | dan non 2 B06, B12 ) elektronik (website/media
; 1 dan non Badan, Kanwil, dan )
elektronik ) . sosial/pamflet/brosur/bann
. . elektronik Sekretaris UPT )
(website/media bsite/medi K er) (sesuai Tata Naskah
sosial/pamflet/bro (We. site/media Inspektorat Dinas)
sur/banner) sosial/pamflet/bro Jenderal,
sur/banner) Kepala Divisi
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT
Integrasi website
PPID Jumlah laporan .
Kementerian 10.56 integrasi Website Keﬁjrlsalzwo Sekretariat Laporan integrasi Website
RK.56 | dengan Website 1 " | PPID Unit Eselon 1 Hukum d’an Jenderal PPID Unit Eselon | dan
PPID Unit Eselon | dan Kantor Keria éama Kantor Wilayah
| dan Kantor Wilayah J

Wilayah




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Rincian Kegiatan

Indikator Output dari
Rincian Kegiatan

Waktu

RK.57

Telah dilakukan
monitoring dan
evaluasi
pelaksanaan
kebijakan
keterbukaan
informasi publik

10.57.

Jumlah laporan
monitoring dan
evaluasi PPID

Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Data Dukung/Bukti
Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
BO3:
1. Laporan hasil
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi
publik oleh tim PPID
(Triwulan IV Tahun 2023)
2. Laporan tindak lanjut
monitoring dan evaluasi
(Triwulan IV Tahun 2023)
Kepala Biro BOG:
Humas, : .
Hukum, dan L. Laporan hasil .
Kerja S'ama monitoring dan e\(_alua5|
Kepala Pusa’t pelaksanaan _kebuaka_n
Data dan kete_rbukaan_ informasi
Informasi pul_)llk oleh tim PPID
Seluruh ' (2TrI|_quan | 'I;_ar('njurll( 2|02'4)t
’ . Laporan tindak lanju
S%ﬁ;f;ﬁns Seluruh Unit mo_nitoring dan evaluasi
Seluru’h Eselon I, (Triwulan | Tahun 2024)
4 Sekretaris Kanwil, dan BOO:
Badan UPT ; .
. 1. Laporan hasil
|§:;;ektt?)l:; monitoring dan e\_/_aluasi
Jenderal pelaksanaan _kebljaka_n
Kepala Di\;isi kete_rbukaan_ informasi
Administrasi puk_)llk oleh tim PPID
dan seluruh’ (Triwulan 11 T_ahun 202_4)
fungsi 2. Laporan tindak Ianju?
administrasi monitoring dan evaluasi
di UPT (Triwulan Il Tahun 2024)
B12:
1. Laporan hasil
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan
keterbukaan informasi
publik oleh tim PPID
(Triwulan Il Tahun 2024)
2. Laporan tindak lanjut
monitoring dan evaluasi
(Triwulan Il Tahun 2024)




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Target e Penanggung Jawab
. . Pelaksanaan ;
Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan I LEitery IR et DR DU L
9 9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Survei Kepuasan Baik Meningkatnya BO3 : Laporan publikasi
Masyarakat (3.064 | kepuasan hasil Survei serta
4- masyarakat dokumentasi pelaksanaan
3.532) | terhadap publikasi hasil Survei
Kementerian Persepsi Kualitas
Hukum dan Pelayanan (SPKP) pada
HAM. website dan media sosial
(sesuai Tata Naskah
Dinas) (Triwulan IV Tahun
2023)
BO6 : Laporan publikasi
hasil Survei serta
dokumentasi pelaksanaan
publikasi hasil Survei
Kepala Biro Persepsi Kualitas
Perencanaan Pelayanan (SPKP) pada
, Kepala website dan media sosial
Pusdatin, (sesuai Tata Naskah
Seluruh Dinas) (Triwulan | Tahun
Sekretaris 2024)
Publikasi hasil Jumlah laporan Diien, 809_ : Lapofa” publikasi
) . L . Seluruh . hasil Survei serta
Survei Persepsi publikasi hasil . Seluruh Unit ;
. . . Sekretaris dokumentasi pelaksanaan
Kualitas 10.58. | Survei Persepsi B03, BO6, Eselon |, Lo h ;
RK.58 . 4 Badan, . publikasi hasil Survei
Pelayanan 1 Kualitas B09, B12 . Kanwil, dan . .
. Sekretaris Persepsi Kualitas
(SPKP) website Pelayanan UPT
] ) Inspektorat Pelayanan (SPKP) pada
dan media sosial (SPKP) ) . )
Jenderal, website dan media sosial
Kepala Divisi (sesuai Tata Naskah
Administrasi, Dinas) (Triwulan Il Tahun
dan seluruh 2024)
fungsi B12 : Laporan publikasi
administrasi hasil Survei serta
di UPT dokumentasi pelaksanaan

publikasi hasil Survei
Persepsi Kualitas
Pelayanan (SPKP) pada
website dan media sosial
(sesuai Tata Naskah
Dinas) (Triwulan Il Tahun
2024)

*Jika website bermasalah,
maka dapat dipublikasikan
melalui media sosial
dengan menyertakan surat
keterangan

*Catatan: mengikuti aturan
main WBK




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Waktu

I kator Outout dar Target Pelaksanaan Penanggung Jawab Data bk U
. . . ndikator Output dari ata Dukung/Bukti
Indikator Target Qutcome Rincian Kegiatan Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
BO3: Laporan hasil tindak
lanjut Survei Persepsi
Kepala Biro Kualitas Pelayanan
Perencanaan (SPKP) dari aplikasi 3AS
, Kepala triwulan IV Tahun 2023
Pusdatin, B06: Laporan hasil tindak
Seluruh lanjut Survei Persepsi
Sekretaris Kualitas Pelayanan
: - Jumlah laporan Ditjen, (SPKP) dari aplikasi 3AS
hMer]lndakIapJutl hasil tindak lanjut Seluruh .| triwulan | Tahun 2024
asil Survei ) : . Seluruh Unit . -
Persepsi Kualitas 10.59. Survei Persepsi B03, B0G, Sekretaris Eselon | B09: Laporan hasil tlndak
RK.59 Kualitas 4 Badan, o] lanjut Survei Persepsi
Pelayanan 1 B09, B12 . Kanwil, dan .
(SPKP) dari Pelayanan _ Sekretaris UPT Kualitas Pelgayar_]an )
aplikasi 3AS (SPKP) dari Inspektorat (SPKP) dari aplikasi 3AS
aplikasi 3AS Jenderal, triwulan Il Tahun 2024
Kepala Divisi B12: Laporan hasil tindak
Administrasi, lanjut Survei Persepsi
dan seluruh Kualitas Pelayanan
fungsi (SPKP) dari aplikasi 3AS
administrasi triwulan [l Tahun 2024
di UPT
Note: sesuai Tata Naskah
Dinas
Monitoring dan
evaluasi ‘lg/Lljg?wli?g]ring dan
pelaksanaan evaluasi Survei Laporan Monitoring dan
Survei Persepsi P . : ) evaluasi Survei Persepsi
. ersepsi Kualitas Sekretaris -
Kualitas Badan Kualitas Pelayanan
10.60. | Pelayanan Badan . .
RK.60 | Pelayanan 1 . Strategi (SPKP) dan Survei
1 (SPKP) dan Strategi - : :
(SPKP) dan Survei Persepsi Kebijakan Kebijakan Persepsi Anti
Survei Persepsi Anti Korupsi(SPAK) dari
g]SAK}SﬂéZ? Kor_upsi_(SP AK) aplikasi 3AS
aplikasi 3AS dari aplikasi 3AS
Indeks Pelayanan 452 | Terwujudnya Sosialisasi Jumlah laporan Laporan sosialisasi
Publik pelayanan publik o|5||::1 |s?]15| n sosialisasi pelaksanaan pelayanan
dilingkungan pZIZ Zia?\a ublik pelaksanaan publik berdasar pada
Eefl?emznan Eer d)z/;\sar pg da pelayanan publik Peraturan Menteri
H:NL: r:esﬁrz;i RK.61 Peraturan Menteri | 10.61. lt;irrg?usrzrnpada 1 Kepala Biro Sekretariat Zigg?g%%ﬁ}ngz?of‘nng?wr
dengan iendiyagﬁnaan 1 Menteri Perencanaan Jenderal Birokrasi Nomor 4 Tahun
ketentuan yang d pars L;r egara Pendayagunaan 2023 (undangan rapat,
berlaku. B?rr;kr:s?;\lrg?nsgr 4 Aparatur Negara notula, daftar hadir dan
Tahun 2023 dan Reformasi dokumentasi) (sesuai Tata
Birokrasi Nomor Naskah Dinas)




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Waktu

. . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
4 Tahun 2023
Jumlah dokumen
Membuat surat surat
pelaksanaan pelaksanaan
pelayanan publik pelayanan publik Surat pelaksanaan
berdasar pada berdasar pada pelayanan publik berdasar
Peraturan Menteri Peraturan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan 10.62. | Menteri Kepala Biro Sekretariat Pendayagunaan Aparatur
RK.62 1 :
Aparatur Negara 1 Pendayagunaan Perencanaan Jenderal Negara dan Reformasi
dan Reformasi Aparatur Negara Birokrasi Nomor 4 Tahun
Birokrasi Nomor 4 dan Reformasi 2023 ke seluruh satuan
Tahun 2023 ke Birokrasi Nomor kerja
seluruh satuan 4 Tahun 2023 ke
kerja seluruh satuan
kerja
Melakukan Jumlah laporan
monitoring dan monitoring dan
evaluasi evaluasi N
Laporan monitoring dan
pelaksanaan pelaksanaan .
. . evaluasi pelaksanaan
pelayanan publik pelayanan publik )
ol . pelayanan publik berdasar
berjenjang berdasar pada Kepala Biro -
. pada Peraturan Menteri
berdasar pada Peraturan Perencanaan Sekretariat
. | 10.63. . Pendayagunaan Aparatur
RK.63 | Peraturan Menteri Menteri 2 dan Seluruh Jenderal -
1 L . Negara dan Reformasi
Pendayagunaan Pendayagunaan Kepala Divisi dan Kanwil ) -
L ; Birokrasi Nomor 4 Tahun
Aparatur Negara Aparatur Negara Administrasi

dan Reformasi
Birokrasi Nomor 4
Tahun 2023 ke
seluruh satuan
kerja

dan Reformasi
Birokrasi Nomor
4 Tahun 2023 ke
seluruh satuan
kerja

2023 ke seluruh satuan
kerja (sesuai Tata Naskah
Dinas)




Waktu

Sasargn . . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indl_kat_or Outp_ut dari Data Dukung/Bu kti
: Outcome)/ Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Jumlah laporan Kepala Biro
Menindaklanjuti tindak lanjut hasil Perencanaan
hasil monitoring monitoring dan , Seluruh Laporan tindak lanjut hasil
dan evaluasi evaluasi Sekretaris monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pelaksanaan Ditjen, pelaksanaan pelayanan
pelayanan publik pelayanan publik Seluruh publik berdasar pada
berdasar pada berdasar pada Sekretaris Seluruh Unit | Peraturan Menteri
RK.64 Peraturan Menteri | 10.64. | Peraturan 1 Badan, Eselon |, Pendayagunaan Aparatur
’ Pendayagunaan 1 Menteri Sekretaris Kanwil, dan | Negara dan Reformasi
Aparatur Negara Pendayagunaan Inspektorat UPT Birokrasi Nomor 4 Tahun
dan Reformasi Aparatur Negara Jenderal, 2023 ke seluruh satuan
Birokrasi Nomor 4 dan Reformasi Seluruh kerja untuk laporan tindak
Tahun 2023 ke Birokrasi Nomor Kepala Divisi lanjut Semester 1 (sesuai
seluruh satuan 4 Tahun 2023 ke Administrasi, Tata Naskah Dinas)
kerja seluruh satuan dan Kepala
kerja UPT
S.6 Meningkatnya Kualitas Pengawasan
K.9 Pembangunan Tingkat 1 Terwujudnya
Zona Integritas di | Keberhasilan (>10% | satuan kerja
Unit Kerja Pembangunan -40%) | berpredikat Pengajuan unit Jumiah laporan
Zona Integritas WBK/WBBM di kerja sebagai unit pengajuan unit Surat pengantar dan SK
(RK disusun lingkungan kerja Zona 10.65. | Keriasebagaiunit Kepala Biro Sekretariat | Menteri Hukum dan HAM
berdasarkan Kementerian RK-65 | |ntegritas menuju 1 kerjaZona ! Perencanaan Jenderal | (entang Usulan Unit Kerja
tahapan Hukum dan WBK/WBBM Integritas menuju Zona Integritas Menuju
pembangunan ZI HAM sebanyak kepada TPN WBK/WBBM WBK/WBBM
menuju 30% dari seluruh kepada TPN
WBK/WBBM pada satuan kerja.
PermenPAN RB BO3:
Nomor 90 Tahun Kepala Biro 1. Dokumen laporan
2021) Perencanaan )
. Kepala pelaksanaan kegiatan
Pusdatin Penca_nangar_m Zona
Seluruh' Integrltgs, yaitu:
Terdapat Sekretaris a. Kegiatan Ekternal
) Jumlah laporan . . Pencanangan Zona
ngg‘mfkatau 10.66 pencanangan/ko B03, B06 S%ﬂjerﬂh SeEI:;J:nL:mt Integritas melampirkan
RK.66 mensosialisasika 1 ?éﬁ?;ﬁ:tgeﬁ;?a 9 B09, B12 Sekretaris Kanwil, dan Eotol,:Lapora? Kegiatan
n pembangunan 9 Badan, UPT an Fress rejease.
WBK/WBBM @ Kepala Divisi b. Kegiatan Internal
Administrasi 1_) Dpkumen Perjanjian
' Kinerja
dan seluruh
fungsi 2) Dokumen
administrasi Penar_ldatanganan Pakta
di UPT Integritas antara Kepala
Satuan Kerja dengan




No.

Sasaran
(Immediate
Qutcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Rincian Kegiatan

Indikator Output dari
Rincian Kegiatan

Waktu

Target Pelaksanaan Penanggung Jawab
Eselon |,
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT

Data Dukung/Bukti
Capaian

jajaran struktural
dibawahnya,

3) Dokumen Pakta
Integritas Antara jajaran
Struktural dalam satuan
kerja dengan pegawai;

B03, B06, B09, B12:

2. Dokumen kegiatan
sosialisasi Kepala satuan
kerja / internalisasi /
pembinaan/
pendampingan terkait
Pembangunan ZI menuju
WBK/WBBM:

a. undangan

b. daftar hadir

c. notula dan
dokumentasi foto

d. laporan kegiatan

3. Dokumen sosialisasi
kepada masyarakat:
(minimal 3 dari data
dukung di bawah)

a. Capture
Banner/spanduk/himbaua
n/brosur

b. Capture Website

c. Capture Media Sosial
d. Capture Media
elektronik

e. Capture Media cetak
f. Capture Media TV

g. Laporan kegiatan
sosialisasi kepada
masyarakat




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target Pellegnuaan Penanggung Jawab
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Usulan satuan Jumlah dokumen Surat usulan satuan kerja
RK.67 | Kkeria menuiu 10.67. | usulan satuan 1 Kepala Biro Sekretariat menuju WBK/WBBM
’ WBJKI\NBBI{/I 1 kerja menuju Perencanaan Jenderal (sesuai Tata Naskah
WBK/WBBM Dinas)
Kepala Biro
Perencanaan
, Kepala Dokumen kegiatan rapat
Pusdatin, pelaksanaan Rencana
Seluruh Aksi dan Target Prioritas
Seluruh kegiatan ﬂ“"?'ah laporan Sekretaris oleh Tim Kerja:
egiatan " .
pembangunan embangunan ZI Ditjen, Seluruh Unit | a. undangan rapat
RK.68 sudah 10.68. Eerdasag(an 4 B03, BO6, Seluruh Eselon |, b. daftar hadir
’ dilaksanakan 1 . B09, B12 Sekretaris Kanwil, dan c. notula dan
A Rencana Aksi ;
sesuai dengan Badan, UPT dokumentasi foto
dan Target L )
rencana - Kepala Divisi d. laporan kegiatan
Prioritas L -
Administrasi, pembangunan ZI
dan seluruh berdasarkan Rencana
fungsi Aksi dan Target Prioritas
administrasi
di UPT
Evaluasi Jumlah evaluasi Inspektorat Laporan evaluasi
10.69. | pembangunan 'SP Inspektorat pembangunan Zona
RK.69 | pembangunan . 1 Wilayah 1, I, : .
. 1 Zona Integritas Jenderal Integritas (ZI) (sesuai Tata
Zona Integritas 1, 1v, Vv, VI b
(21 Naskah Dinas)




Waktu

Sasargn . . Target BalklieanEan Penanggung Jawab .
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indl_kat_or Outp_ut dari Data Dukung/Buktl
: Outcome)/ Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Jumlah Laporan
Pemantaua_n Pemantauan
Satuan Kerja Satuan Kerja Laporan Pe_mantauan
RK.70 | Yang telah 10.70. yang telah 1 Inspektorat Inspektorat Satuan _Kerja yang telah
’ berpredikat 1 berpredikat Wilayah VI Jenderal berpredikat WBK/WBBM
WBK/WBBM WBK/WBBM selama 2 tahun
selama 2 tahun selama 2 tahun
K.10 Penguatan Tingkat Maturitas Level | Meningkatnya
implementasi SPIP 3= sistem
sistem Terdef | pengendalian ) 1. SK Tim SPIP
pengendalian inisi | intern Kepala Biro
intern (skor | pemerintah Perencanlaan 2. Dokumen kegiatan
pemerintah 3,00- | (SPIP)di » Kepala sosialisasi SPIP:
(SPIP) 3,99) | lingkungan Pusdatin, a. Undangan
Kementerian oo b. Daftar hadir
Hukum dan %_r_etans c. Notula dan
HAM. Jumlah dokumen Selltlern’h dokumentasi kegiatan
Telah dibangun penerapan Sekr:t:ris Seluruh Unit d. I__aporafn kegiatan
RK.71 | lingkungan 10.71. | Sistem _ 4 Badan Esel_on I, sosialisasi SPIP
: pengendalian 1 Pengendalian Sekretar'is Kanwil, dan
Intern Pemerintah Inspektorat UPT 3. Dokumen laporan
(SPIP) Jer:] deral penerapan Inovasi
Kepala Di\;isi Lingkungan Pen_gendal_ian
Administrasi (sesua! dengan inovasi
dan seluruh’ yang dllakl_Jkan_QaIam
fungsi pengendalian risiko)
adg?lallsat;as 4. Dokumen MR
(Manajemen Risiko)
Penilaian mandiri J“”!'a.h Iaporan_ . . . S .
RK.72 | maturitas SPIP 10.72. penlla'lan mandiri 1 Kepala Biro Sekretariat Lapor_an penllalan'mandlrl_
: . - 1 maturitas SPIP Perencanaan Jenderal maturitas SPIP terintegrasi
terintegrasi - -
terintegrasi




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target Pelgzlgnuaan Penanggung Jawab
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
N Jumlah laporan
Penjaminan Penjaminan
Kualitas Penilaian | 10.73. - . Inspektur Inspektorat Laporan penilaian mandiri
RK.73 o - Kualitas Penilaian 1 - . . .
Mandiri Maturitas 1 s : Wilayah | Jenderal maturitas SPIP terintegrasi
SPIP terinteqrasi Mandiri Maturitas

9 SPIP terintegrasi
':eenrggjns:gigi Jumlah doku_men
berdasarkan rencana aksi atas

. hasil evaluasi .
laporan hasil enilaian Dokumen rencana aksi
evaluasi penilaian P : atas hasil evaluasi

- maturitas SPIP L .
maturitas SPIP ; i oleh la Bi K " penilaian maturitas SPIP
RK.74 | terintegrasi oleh 10.74. | terintegrasi ole 1 Kepala Biro Se r((ajtan?t terintegrasi oleh BPKP
BPKPtahun2023 | <+ | BPKPtahun2023 Perencanaan | Jenderal | - 2023 dan tindak
. : dan tindak lanjut -
dan tindak lanjut tahun lanjut tahun sebelumnya
tahun yang belum diselesaikan
sebelumnya yang
sebelumnya yang b
elum
belum diselesaikan
diselesaikan
Monitoring dan Juml_ah _Iaporan
] monitoring dan
evaluasi atas evaluasi atas
Li?ggg:rsgrs]' rencana aksi Laporan monitoring dan
laporan hasil berdasarkan evaluasi atas rencana aksi
e\PaIuasi penilaian laporan hasil berdasarkan laporan hasil
- evaluasi penilaian . . evaluasi penilaian
RK.75 m”!‘“”tas S.PIP 10.75. maturitas SPIP 1 Kepala Biro Sekretariat maturitas SPIP terintegrasi
terintegrasi oleh 1 - i oleh Perencanaan Jenderal leh BPKP ttahun 2023
BPKP tahun 2023 terintegrasi ole oleh I ttahun
dan tindak laniut BPKP tahun 2023 dan tindak lanjut tahun
| dan tindak lanjut sebelumnya yang belum
tahun ) .
tahun diselesaikan
sebelumnya yang
sebelumnya yang
belum
. . belum
diselesaikan ) .
diselesaikan
Tindak lanjut atas Jumlah laporan
rencana aksi tindak lanjut atas . .
- Laporan tindak lanjut atas
berdasarkan rencana aksi )

. rencana aksi berdasarkan
laporan hasil berdasarkan | hasil luasi
evaluasi penilaian laporan hasil . . aporan hasil evaiuast

- 10.76. ) - Kepala Biro Sekretariat penilaian maturitas SPIP
RK.76 | maturitas SPIP evaluasi penilaian 1 ) ;
1 Perencanaan Jenderal terintegrasi oleh BPKP

terintegrasi oleh
BPKP tahun 2023
dan tindak lanjut
tahun
sebelumnya yang

maturitas SPIP
terintegrasi oleh
BPKP ttahun
2023 dan tindak
lanjut tahun

ttahun 2023 dan tindak
lanjut tahun sebelumnya
yang belum diselesaikan




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target Pellegnuaan Penanggung Jawab
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
belum sebelumnya yang
diselesaikan belum
diselesaikan
Pembentukan tim Jumlah dokumen
penyusun SK tim penyusun SK tim penyusun
pedoman pedoman edoman pelaksanaan
pelaksanaan 10.77. | pelaksanaan Kepala Biro Sekretariat P an p
RK.77 . . 1 SPIP di lingkungan
SPIP di 1 SPIP di Perencanaan Jenderal .
- - Kementerian Hukum dan
lingkungan lingkungan
) ’ HAM
Kementerian Kementerian
Hukum dan HAM Hukum dan HAM
Penyusunan
Permenkumham
tentang
Penyelenggaraan
SPIP di
lingkungan
Kementerian
Hukum dan HAM
sebagai
pengganti Jumlah draft
Permenkumham Permenkumham
Draft Permenkumham
Nomor M.HH- tentang tentang Penyelenggaraan
02.PW.02.03 10.78. | Penyelenggaraan Kepala Biro Sekretariat g Fenyelengg
RK.78 . . 1 SPIP terintegrasi
Tahun 2011 1 SPIP terintegrasi Perencanaan Jenderal dilinak "
tentang dilingkungan ilingkungan Kementerian
. Hukum dan HAM
Penyelenggaraan Kementerian
SPIP di Hukum dan HAM
lingkungan
Kementerian
Hukum dan HAM
dan peraturan
perubahannya
Permenkumham
Nomor 33 Tahun
2013 tentang
Perubahan atas



http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/

No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Rincian Kegiatan

Indikator Output dari
Rincian Kegiatan

Permenkumham
Nomor M.HH-
02.PW.02.03
Tahun 2011
tentang
Penyelenggaraan
SPIP di
lingkungan
Kementerian
Hukum dan HAM

Telah dilakukan
penilaian risiko
atas pelaksanaan
kebijakan

RK.79

10.79.

Jumlah dokumen
manajemen risiko
di lingkungan
Kementerian
Hukum dan HAM
tingkat unit
pemilik risiko Unit
Eselon |, Kanwil,
dan UPT

Waktu
Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Data Dukung/Bukti
Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
PKeergﬁi:aar?;raon 1. Dokumen Manajemen
Kepala Risiko sesuai dengan
Ié’us d?’:\tin format yang ditetapkan
Seluruh' oleh Permenkumham
Sekretaris Nomor 5 Tahun 2018 yang
Ditien disahkan oleh Kepala
SeIfJ ru’h Satuan Kerja
Sekretaris Seluruh Unit
3 B03, BO6, Badan Eselon I, 2. Piagam Manajemen
B09, B12 Sekretar’is Kanwil, dan | Risiko yang diterbitkan
Inspektorat UPT oleh Kepala Satuan Kerja
Jenderal, 3. Dokumen penanganan
ﬁiﬁﬁ:ﬁggﬁ' risiko atas pelayanan
dan seluruh’ publik dan integritas yang
funasi memuat penerapan
a dminigstrasi inovasi terkait risiko yang

di UPT

dihadapi satuan kerja



http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/
http://m.hh-02.pw/

No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Rincian Kegiatan

RK.80

Pelaksanaan
manajemen risiko
di lingkungan
Kementerian
Hukum dan HAM

Target p G Penanggung Jawab
n n elaksanaan ;
Indikator Output dari Data Dukung/Bukti

Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Jumlah dokumen
10.80 manajemen risiko Kepala Biro Sekretariat Dokumen manajemen

.| tingkat unit 1 risiko tingkat unit pemilik

1 R Perencanaan Jenderal = ;
pemilik risiko risiko kementerian
kementerian

Kepala Biro
Perencanaan
, Kepala
Pusdatin,
Seluruh
Sekretaris
Jumlah kegiatan Ditjen, Laporan pelaksanaan
pemantauan Seluruh . kegiatan pemantauan
. Seluruh Unit - ;
|0.80. | Penanganan Sekretaris Eselon | penanganan risiko d|_

2 risiko di 2 B06, B12 Badan, Kanwil d;;n lingkungan Kementerian
lingkungan Sekretaris UPLF Hukum dan HAM (hasil)
Kementerian Inspektorat (sesuai Tata Naskah
Hukum dan HAM Jenderal, Dinas)

Kepala Divisi
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT
Jumlah dokumen
Permenkumham Dokumen Permenkumham
10.80. enterprise risk . Kepala Biro Sekretariat enterprise risk .

3 management di 1 Perencanaan Jenderal management di .
lingkungan lingkungan Kementerian
Kementerian Hukum dan HAM
Hukum dan HAM




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Waktu

. . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Kepala Biro
Perencanaan
Jumlah laporan , Seluruh
penerapan Sekretaris
manajemen risiko Ditjen,
A Laporan penerapan
sesuai Seluruh . - .
} manajemen risiko sesuai
Permenkumham Sekretaris Permenkumham Nomor 5
Nomor 5 Tahun Badan, Unit Eselon
10.80. ! ) Tahun 2018 tentang
2018 tentang 1 Sekretaris I, Kanwil, ;
4 Penerapan Manajemen
Penerapan Inspektorat dan UPT o -
A Risiko di lingkungan
Manajemen Jenderal, Kementerian Hukum dan
Risiko di Kepala Divisi
: - : HAM
lingkungan Administrasi,
Kementerian dan seluruh
Hukum dan HAM fungsi
administrasi
di UPT
Jumlah dokumen Sekretariat
10.81. pela}ksanaan Inspektorat Inspektorat Dok_umen pelaksanaan
1 kegiatan 1 Jenderal dan Jenderal kegiatan pengelolaan
pengelolaan SDM Inspektorat SDM APIP
APIP (elemen 1) Wilayah |
Pelaksanaan
peningkatan
RK.81 | kapabilitas APIP
Kementerian
Hukum dan HAM
Jumlah dokumen Sekretariat
pelaksanaan Inspektorat Dokumen pelaksanaan
IOfl. kegiatan praktik 1 Jenderal dan Iang): dké?;?t kegiatan praktik
profesional APIP Inspektorat profesional APIP
(elemen 2) Wilayah Il




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Rincian Kegiatan

Target G Penanggung Jawab
. . Pelaksanaan ;
Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Jumlah dokumen
pelaksanaan Sekretariat
kegiatan Inspektorat Dokumen pelaksanaan
IO'381' akuntabilitas dan 1 Jenderal dan In;f’: dké?;?t kegiatan akuntabilitas dan
manajemen Inspektorat manajemen kinerja APIP
kinerja APIP Wilayah IlI
(elemen 3)
;ZELasgggggmen Sekretariat
10.81. | kegiatan budaya Inspektorat Inspektorat Dok_umen pelaksanaan
1 Jenderal dan kegiatan budaya dan
4 dan hubungan Jenderal L
S Inspektorat hubungan organisasi APIP
organisasi APIP -
Wilayah IV
(elemen 4)
Jumlah dokumen Sekretariat
pelaksanaan Inspektorat Dokumen pelaksanaan
IO'581' kegiatan struktur 1 Jenderal dan szepne dké?glat kegiatan struktur tata
tata kelola APIP Inspektorat kelola APIP
(elemen 5) Wilayah V
Jumlah dokumen
pelaksanaan Sekretariat
10.81. keg_lata_n _ Inspektorat Inspektorat Dok_umen pe_laksgnaan
optimalisasi 1 Jenderal dan kegiatan optimasi peran
6 Jenderal
peran dan Inspektorat dan layanan APIP
layanan APIP Wilayah VI
(elemen 6)




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Rincian Kegiatan

Target

Waktu

Penanggung Jawab

Indikator Output dari Pelaksanaan Data Dukung/Bukti
Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
10.81. J“”!'a.h Iaporan_ . Sekretariat Inspektorat Laporan penilaian mandiri
7 penilaian mandiri 1 Inspektorat Jenderal kapabilitas APIP
kapabilitas APIP Jenderal
Jumlah dokumen
rencana aksi Sekretariat Dokumen rencana aksi
10.81. | hasil laporan 1 Inspektorat Inspektorat hasil laporan evaluasi
8 evaluasi Jenderal Jenderal kapabilitas APIP oleh
kapabilitas APIP BPKP
oleh BPKP
Jumlah laporan
tindak IanJEt atas Sek . Laporan tindak lanjut atas
l0.81. | [encanaaksi ekretariat Inspektorat rencana aksi hasil laporan
9 hasil laporan L Inspektorat Jenderal evaluasi kapabilitas APIP
evaluasi Jenderal

kapabilitas APIP
oleh BPKP

oleh BPKP




Waktu

Sasaran Target Pelaksanaan Penanggung Jawab
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
: Outcome)/ 9 9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
K.11 Penguatan Tingkat Tindak 4 Meningkatnya
Pengelolaan Lanjut Pengaduan responsivitas 1. SK Petugas
Pengaduan Masyarakat penyelesaian Penanganan Pengaduan
Masyarakat (LAPOR) yang pengaduan di -
Sudah lingkungan KHeﬁlfé?rE;ro 2. Foto
Diselesaikan Kementerian Kepala ’ petugas/ruang/loket/kotak
Hukum dan Pusdatin khusus pengaduan
HAM. Seluruh' o
Sekretaris 3. Capture aplikasi
Jumlah dokumen Ditjen (aplikasi LAPOR,
Kebijakan implementasi Seluru’h facebook, twitter,
seluruh kebijakan . Seluruh Unit | instagram, WA, Line)
RK.82 51enga(:ulrzmt telah 10.82. | pengaduan 4 Sglgde;?]ns Eselon |,
’ dii?r?gg ;eitaiiia 1 masyarakat Sekretar'is Kanwil, dan 4. Dokumen laporan
n sesuai dengan Inspektorat UPT Penanganan Penga_duan
yang ditetapkan Jenderal yang ditandatangani oleh
organisasi Kepala Di\;isi Kepa_lf_:l Satuan_Kerja yang
Administrasi berisi informasi o
dan seluruh’ pengaduan yang diterima
fungsi oleh satuan kerja,
administrasi pengaduan yang sudan
di UPT dltlr_ldaklanjutl satuan
kerja, dan pengaduan
yang belum ditindaklanjuti
satuan kerja
Menyusun SOP Jumlah Dokumen
Penangan SOP Penangan Kepala Biro
RK.83 pengaduan 10.83. | pengaduan 1 Humas, Sekretariat 5;#;;%2:?5;;:?;%?&
’ pelayan publik 1 pelayan publik Hukum dan Jenderal melalui aplikasi Lapor
melalui aplikasi melalui aplikasi Kerja Sama P P

Lapor

Lapor




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Rincian Kegiatan

Indikator Output dari
Rincian Kegiatan

Target

Waktu

Penanggung Jawab

RK.84

Menindaklanjuti
laporan
penyelesaian
pengaduan dari
aplikasi LAPOR

10.84.

Jumlah laporan
tindak lanjut atas
penyelesaian
pengaduan dari
aplikasi LAPOR

Pelaksanaan .
Data Dukung/Bukti
Eselon |, Capaian
2024 2024 Eselon I Kanwil, dan
UPT
Kepala Biro
Hukerma,
Kepala
Pusdatin,
Seluruh Laporan Penanganan
Sekretaris Pengaduan yang
Ditjen ditandatangani oleh
Seluruh | Kepala Satuan Kerjayang
Sekretaris Seluruh Unit | berisi informasi o
4 Badan Eselon |, pengaduan yang diterima
Sekretar’is Kanwil, dan | oleh satuan kerja,
Inspektorat UPT pengaduan yang sudah
Jenderal dltlndaklanjutl satuan
Kepala Divisi kerja, dan pengaduan
Administrasi yang belum ditindaklanjuti
dan seluruh satuan kerja
fungsi
administrasi

di UPT




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Rincian Kegiatan

Indikator Output dari
Rincian Kegiatan

Target

Waktu
Pelaksanaan

Penanggung Jawab

2024

Melakukan
monitoring dan
evaluasi tindak
RK.85 | lanjut
penyelesaian
pengaduan dari
aplikasi LAPOR

Jumlah laporan
monitoring dan
evaluasi tindak
lanjut
penyelesaian
pengaduan dari
aplikasi LAPOR

10.85.

2024

B03, BOG,

B09, B12

Eselon |,
Kanwil, dan
UPT

Eselon Il

Data Dukung/Bukti
Capaian

Seluruh Unit
Humas, Eselon |,
Hukum dan Kanwil, dan

Kerja Sama UPT

Kepala Biro

1. BO3: Laporan
monitoring dan evaluasi
penanganan pengaduan
masyarakat setiap triwulan
(Triwlan IV Tahun
2023)B06: Laporan
monitoring dan evaluasi
penanganan pengaduan
masyarakat setiap triwulan
(Triwlan | Tahun
2024)B09: Laporan
monitoring dan evaluasi
penanganan pengaduan
masyarakat setiap triwulan
(Triwlan 1l Tahun

2024)

B012: Laporan monitoring
dan evaluasi penanganan
pengaduan masyarakat
setiap triwulan (Triwlan 111
Tahun 2024)

2. nota dinas
penyampaian laporan
monitoring dan evaluasi
penanganan pengaduan
masyarakat kepada
bagian terkait untuk
ditindaklanjuti




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Rincian Kegiatan

Indikator Output dari
Rincian Kegiatan

Target

Waktu
Pelaksanaan

Penanggung Jawab

2024

2024

RK.86

Menindaklanjuti
hasil monev
satker terhadap
laporan yang
belum
ditindaklanjuti
(indikator merah)
dan dalam proses
(indikator kuning)
tindak lanjut
penyelesaian
pengaduan dari
aplikasi LAPOR

Jumlah laporan
tindak lanjut hasil
monev satker
terhadap laporan

yang belum
ditindaklanjuti
Iof& (indikator merah)

dan dalam proses
(indikator kuning)
tindak lanjut
penyelesaian
pengaduan dari
aplikasi LAPOR

Eselon |,
Kanwil, dan
UPT

Eselon Il

Data Dukung/Bukti
Capaian

Kepala Biro
Humas,
Hukum dan
Kerja Sama

Sekretariat
Jenderal

BO03: Laporan tindak lanjut
hasil monev satker
terhadap laporan yang
belum ditindaklanjuti
(indikator merah) dan
dalam proses (indikator
kuning) tindak lanjut
penyelesaian pengaduan
dari aplikasi LAPOR
periode TW |V tahun 2023

BO6 : Laporan tindak lanjut
hasil monev satker
terhadap laporan yang
belum ditindaklanjuti
(indikator merah) dan
dalam proses (indikator
kuning) tindak lanjut
penyelesaian pengaduan
dari aplikasi LAPOR
periode TW | tahun 2024

B09:Laporan tindak lanjut
hasil monev satker
terhadap laporan yang
belum ditindaklanjuti
(indikator merah) dan
dalam proses (indikator
kuning) tindak lanjut
penyelesaian pengaduan
dari aplikasi LAPOR
periode TW Il tahun 2024

B12:Laporan tindak lanjut
hasil monev satker
terhadap laporan yang
belum ditindaklanjuti
(indikator merah) dan
dalam proses (indikator
kuning) tindak lanjut
penyelesaian pengaduan
dari aplikasi LAPOR
periode TW IIl tahun 2024

Note: sesuai Tata Naskah
Dinas




Waktu

Sasaran Target BalklieanEan Penanggung Jawab
No (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
’ Outcome)/ 9 g Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Pembinaan Jumlah laporan
pengelolaan pembinaan . .
engaduan pengelolaan Kepala Biro Laporan pembinaan
RK.87 r?nasg arakat 10.87. | pengaduan 3 Humas, Sekretariat pengelolaan pengaduan
’ te rhgd ap peiabat 1 masyarakat Hukum dan Jenderal masyarakat (sesuai Tata
penghugu‘; gj terhadap pejabat Kerja Sama Naskah Dinas)
o penghubung
aplikasi LAPOR aplikasi LAPOR
K.12 Penguatan Upaya | Survei Penilaian TARG | Menurunnya
Pencegahan Integritas ET:di | tingkat korupsidi Lap_oral? ?elallzsang$?
Korupsi atas lingkungan peningkatan kapabilitas
P 78,5. Kegmen?erian gggll(asr;:]zr;c:]ran pengelolaan risiko korupsi
77,5- | Hukum dan 10.88. | peningkatan Inspektorat Inspektorat (SPIP terintegrasi unsur
100 HAM e 2 1 Wilayah 1, I, Indeks Efektifitas
. 1 kapabilitas Jenderal . .
(Terja pengelolaan I, 1V, V, VI Pengendgll_an Korupsi
ga) risiko Korupsi (IEPK)) di lingkungan
P Kementerian Hukum dan
HAM
P::]algsr?(;\;;rrl] Jumlah kegiatan Laporan pelaksanaan
Eorug Si di 0.8, | Penerapan Inspektorat Inspektorat kegiatan penerapan
RK.88 lin an an 2 " | strategi 1 Wilayah 1, Il, Jepn deral strategi pencegahan risiko
Kegmen?erian pencegahan I, 1v, Vv, VI korupsi (sesuai Tata
Hukum dan HAM risiko korupsi Naskah Dinas)
Jumlah Laporan pelaksgna_lan
enanganan Inspektorat penanganan kejadian
l0.88. | Penang . 'SP Inspektorat korupsi di lingkungan
3 kejadian korupsi 1 Wilayah I, I, Jenderal K ian Hukum d
ang V. VI enderal ementerian Hukum dan
ye B HAM (sesuai Tata Naskah
dilaksanakan :
Dinas)




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Waktu

. . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Jumlah Dokumen
Penyusunan Manajemen Dokumen Manajemen
Penilaian Risiko Risiko yang Seluruh Unit Risiko yang memuat
: 10.89. | memuat Eselon |, P - -
RK.89 | Korupsi o L 1 ) Penilaian Risiko Korupsi
. . 1 Penilaian Risiko Kanwil, dan . .
(Coruption Risk Korupsi UPT (Coruption Risk
Assessment) (Coruption Risk Assessment)
Assessment)
Peningkatan Jumlah laporan
aktivitas Whistle aktivitas Whistle Inspektorat Laporan pengelolaan
RK.90 Blowing System 10.90. | Blowing System 2 Wilzf ah 11l Inspektorat | WBS Kementerian Hukum
’ (WBS) 1 (WBS) m |\3// v ill ’ Jenderal dan HAM (sesuai Tata
Kementerian Kementerian o Naskah Dinas)
Hukum dan HAM Hukum dan HAM
Jumlah laporan
b Laporan pelaksanaan
Sosialisasi pelaksanaan sosialisasi pencegahan
pencegahan sosialisasi Korupsi secF;ra mgsif di
koru_p Si secara 10.91. pencegahan In_spektorat Inspektorat satker pusat hingga satker
RK.91 | masif disatker 1 korupsi secara 1 Wilayah |, II, Jenderal kewilayahan (undangan
pusat hingga masif di satker I, v, Vv, VI y 9

satker
kewilayahan

pusat hingga
satker
kewilayahan

rapat, notula, daftar hadir
dan dokumentasi) (sesuai
Tata Naskah Dinas)




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target

Waktu

Penanggung Jawab

. . Pelaksanaan ;
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
o Jumlah laporan Laporan so&a_thsas[ )
Sosialisasi sosialisasi pelaksanaan integritas di
pelaksanaan pelaksanaan Sekretaris lingkungan Kementerian
RK.92 mtegrltas di 10.92. integritas di 1 Inspektorat Inspektorat Hukum dan HAM
lingkungan 1 linak deral Jenderal (undangan rapat, notula,
Kementerian Ingkungan Jendera daftar hadir dan
Hukum dan HAM Kementerian dokumentasi) (sesuai Tata
Hukum dan HAM )
Naskah Dinas)
Kepala Biro
Perencanaan
, Seluruh
Sekretaris
Ditjen,
Melakukan survei Seluruh
Integritas di Jumlqh Iaporan Sekretaris Seluruh Unit | Laporan survei integritas
lingkungan survei integritas Badan, . )
’ 10.93. S . Eselon |, dilingkungan Kementerian
RK.93 | Kementerian di lingkungan 2 Sekretaris ) )
1 : Kanwil, dan | Hukum dan HAM (sesuai
Hukum dan HAM Kementerian Inspektorat UPT Tata Naskah Dinas)
melalui aplikasi Hukum dan HAM Jenderal,
3AS Kepala Divisi
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT
Kepala Biro
Perencanaan
, Seluruh
Sekretaris
Jumlah laporan Ditjen
o pelaksanaan i
Monitoring dan monitoring dan Seluruh_ Laporan pelaksanaan )
evaluasi secara ] : Sekretaris .| monitoring dan evaluasi
mandiri hasil 10.94 gxf\ilé?isr:t:a?iltlas Badan, SeEIgQIJ:nUImt hasil survei integritas di
RK.94 | surveiintegritas di o e 9 2 Sekretaris ) lingkungan Kementerian
- 1 di lingkungan Kanwil, dan
lingkungan h Inspektorat Hukum dan HAM serta
’ Kementerian UPT . . .
Kementerian Hukum dan HAM Jenderal, tindak lanjutnya (sesuai
Hukum dan HAM serta tindak Kepala Divisi Tata Naskah Dinas)
laniutnva Administrasi,
Jutny dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Rincian Kegiatan

Indikator Output dari
Rincian Kegiatan

Target

Waktu
Pelaksanaan

Penanggung Jawab

2024

2024

Menindaklanjuti
hasil monitoring
dan evaluasi
secara mandiri
hasil survei
integritas di
lingkungan
Kementerian
Hukum dan HAM

RK.95

Jumlah laporan
hasil tindak lanjut
monitoring dan
10.95. | evaluasi hasil

1 survei integritas
di lingkungan
Kementerian
Hukum dan HAM

Eselon Il

Eselon |,
Kanwil, dan
UPT

Data Dukung/Bukti
Capaian

Pembentukan
Tim Benturan
Kepentingan

RK.96

Jumlah laporan
10.96. | pembentukan

1 Tim Benturan
Kepentingan

Kepala Biro
Perencanaan
, Seluruh
Sekretaris
Ditjen,
Seluruh
Sekretaris
Badan,
Sekretaris
Inspektorat
Jenderal,
Kepala Divisi
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT

Seluruh Unit
Eselon |,
Kanwil, dan
UPT

Laporan hasil tindaklanjuti
monitoring dan evaluasi
hasil survei integritas di
lingkungan Kementerian
Hukum dan HAM (sesuai
Tata Naskah Dinas)

Sosialisasi
benturan
kepentingan

RK.97

Jumlah laporan
10.97. | sosialisasi

1 benturan
kepentingan

Kepala Biro
SDM, Kepala
Pusdatin,
Seluruh
Sekretaris
Ditjen,
Seluruh
Sekretaris
Badan,
Sekretaris
Inspektorat
Jenderal,
Kepala Divisi
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT

Seluruh Unit
Eselon |,
Kanwil, dan
UPT

SK tim Benturan
Kepentingan

Kepala Biro
SDM, Kepala
Pusdatin,
Seluruh
Sekretaris
Ditjen,
Seluruh
Sekretaris
Badan,
Sekretaris
Inspektorat
Jenderal,

Seluruh Unit
Eselon |,
Kanwil, dan
UPT

Laporan sosialisasi
benturan kepentingan
(undangan rapat, notula,
daftar hadir dan
dokumentasi) (sesuai Tata
Naskah Dinas).




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target

Waktu

Penanggung Jawab

. . Pelaksanaan ;
Rincian Kegiatan Indl_kat_or Outp_ut dari Data Dukung/Buktl
Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Kepala Divisi
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT
Kepala Biro
SDM, Kepala B03:Laporan hasil
Pusdatin, evaluasi atas Penanganan
Seluruh Benturan Kepentingan
Sekretaris (Triwulan 1V Tahun 2023)
Ditjen, B06: Laporan hasil
. Seluruh evaluasi atas Penanganan
ZS;?S;S':ZI;:ZM Jumlah laporan Sekretaris Seluruh Unit | Benturan Kepentingan
10.98. . B03, B06, Badan, Eselon I, (Triwulan | Tahun 2024)
RK.98 | Penanganan evaluasi benturan 4 ) A . ;
1 : B09, B12 Sekretaris Kanwil, dan | B09: Laporan hasil
Benturan kepentingan | Ktorat UPT luasi atas Penanganan
Kepentingan nspektorat evaluasi atas Penanganal
Jenderal, Benturan Kepentingan
Kepala Divisi (Triwulan 1l Tahun 2024)
Administrasi, B012: Laporan hasil
dan seluruh evaluasi atas Penanganan
fungsi Benturan Kepentingan
administrasi (Triwulan 11l Tahun 2024)
di UPT
Kepala Biro
SDM, Kepala B0O3:Laporan tindak lanjut
Pusdatin, evaluasi benturan
Seluruh kepentingan (Triwulan IV
Sekretaris Tahun 2023)
Ditjen, BO6: Laporan tindak lanjut
Hasil evaluasi Seluruh_ evalua§i benture_m
Jumlah laporan Sekretaris Seluruh Unit | kepentingan (Triwulan |
atas Penanganan g : d Eselon | Tahun 2024)
RK.99 | Benturan 10.99. | tindak Ia_lnjut 4 Ba an, selon |, u _ )
Kepentingan telah 1 evalua_5| benturan Sekretaris Kanwil, dan BOQ.Laporan tindak lanjut
-~ - kepentingan Inspektorat UPT evaluasi benturan
ditindaklanjuti : .
Jenderal, kepentingan (Triwulan I
Kepala Divisi Tahun 2024)
Administrasi, B012: Laporan tindak
dan seluruh lanjut evaluasi benturan
fungsi kepentingan (Triwulan Il
administrasi Tahun 2024)

di UPT




Waktu

Sasar:?\n . . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
: Outcome)/ 9 9 Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
S.7 Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi
K.13 Pelaksanaan Tata | Indeks Kualitas Baik Meningkatnya Melakukan
Kelola Kebijakan | Kebijakan 24 kualitas penilaian mandiri
Publik indeks | kebijakan dan atas Indeks
) regulasi di Kualitas Jumlah dokumen g;ergtaelaiPusat
lingkungan Kebijakan enilaian mandiri Kebi'agkan Badan Laporan Penilaian Mandiri
Kementerian Kemenkumham P - ) Strategi Indeks Kualitas Kebijakan
RK.10 ) 10.10 | Indeks Kualitas Pelayanan - )
Hukum dan 0 sebagai kontrol 01 Kebiiakan 1 Hukum dan Kebijakan Kementerian Hukum dan
HAM. atas kualitas ' I ) Hukumdan | HAM (sesuai Tata Naskah
. Kementerian dan Hak .
kebijakan . HAM Dinas)
Hukum dan HAM Asasi
Kemenkumham .
] Manusia
dan persiapan
penilaian IKK
nasional 2025
1. Kepala
Pusat
Strategi
Kebijakan
Pembentuka
n dan
Penegakan Rekomendasi strategi
Hukum dan . !
. kebijakan (8 laporan):
Hak Asasi .
. - 2 laporan rekomendasi
Manusia . -
strategi kebijakan
2. Kepala
P pembentukan dan
usat
Strategi penegakan Hukum dan
Menyusun Jumlah Kebiiakan Badan HAM
RK.10 rekomendasi 10.10 rekomendasi PeIaJ anan Strategi - 2 laporan rekomendasi
) strategi kebijakan ' strategi kebijakan 8 Y Kebijakan strategi kebijakan
1 - 11 - Hukum dan
bidang hukum bidang Hukum dan Hak Hukumdan | pelayanan Hukum dan
dan HAM dan HAM . HAM HAM
Asasi .
. - 2 laporan rekomendasi
Manusia : h
3. Kepala strategi kebijakan tata
' kelola hukum dan HAM
Pusat .
) - 2 laporan rekomendasi
Strategi . ; o
. strategi evaluasi kebijakan
Kebijakan
hukum dan HAM
Tata Kelola
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia
4. Kepala
Pusat

Strategi




Waktu

Sasar:?\n . . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
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Evaluasi dan
Informasi
Kebijakan
Hukum dan
Hak Asasi
Manusia
K.14 Pelaksanaan Indeks Reformasi > 70- Meningkatnya o
Pembentukan Hukum 80 | kualitas Laporan Sosialisasi dan
Peraturan (Baik) | kebijakan dan Pendampingan
Perundangan- regulasi pada Kepala Pusat Pelaksanaan Penilaian
undangan kementerian/lem Melakukan Jumlah laporan Strategi IRH pada Kementerian/
baga dan penilaian IRH hasil penilaian Kebijakan Badan Lembaga dan Pemerintah
pemerintah RK.10 | Pada 10.10 | 'RH pada Pembentuka Strategi Daerah Laporan hasil
daerah. 2 Kementerian/Lem 2' 1 Kementerian/ 1 n dan Kebijakan penilaian IRH pada
baga dan ' Lembaga dan Penegakan Hukumdan | Kementerian/ Lembaga
Pemerintah Pemerintah Hukum dan HAM dan Pemerintah Daerah
Daerah Daerah Hak Asasi (undangan rapat, notula,
Manusia daftar hadir dan
dokumentasi) (sesuai Tata
Naskah Dinas)
Mendorong Hasil judicial review
reregulasi atau Jumlah laporan
; ! . Peraturan Perundang-
deregulasi reregulasi atau Direktur Ditien undangan, data dukung
berbagai deregulasi Litigasi M. . .
RK.10 eraturan 10.10 berbagai 4 B03, BO6, Peraturan Peraturan judicial review berupa:
3 perun dana- 3.1 eratugran BO9, B12 Perundana- Perundang- | 1. Keterangan Presiden;
p 9 p g undangan 2. Putusan MK/MA
undangan perundang- undangan .
berdasarkan hasil undangan (softcopy putusan ada di
) laman MK/MA).
reviu
Penyusunan Jumlah
Rancangan Rancangan
Undang-Undang Undang-Undang Direktur Ditien Rancangan Undang-
RK.10 (RUU) dan 10.10 (RUU) dan Perancangan Perajturan Undang (RUU) dan
. Rancangan ' Rancangan 3 Peraturan Rancangan Peraturan
4 4.1 Perundang- N -
Peraturan Peraturan Perundang- undanaan Pemerintah Pengganti
Pemerintah Pemerintah undangan 9 Undang-Undang
Pengganti Pengganti
Undang-Undang Undang-Undang
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Direktur Ditjen
Penyusunan RUU Jumlah RUU Perancangan
RK.10 KUH Acara 10.10 KUH Acara 1 Peraturan Peraturan RUU KUH Acara Perdata
5 5.1 Perundang-
Perdata Perdata Perundang-
undangan
undangan
Penyusunan Jumlah Direktur Ditjen
RK.10 | fancangan |0.10 | rancangan Perancangan Peraturan Rancangan Peraturan
peraturan peraturan 4 Peraturan
6 6.1 Perundang- | Pelaksanaan KUHP
pelaksanaan pelaksanaan Perundang- undanaan
KUHP KUHP undangan 9
Penyusunan Jumlah Peggilggran Ditjen
RK.10 | rancangan 10.10 | rancangan 9 Peraturan Rancangan Peraturan
3 Peraturan }
7 Peraturan 7.1 Peraturan Perundang- | Pemerintah
. . Perundang-
Pemerintah Pemerintah undangan
undangan
Penyusunan Jumlah Peg;ilgrl:ran Ditjen
RK.10 | rancangan 10.10 | rancangan 5 Peratura?n Peraturan Rancangan Peraturan
8 Peraturan 8.1 Peraturan Perundang- Perundang- | Presiden
Presiden Presiden undangan undangan




No.
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Penyusunan Jumlah PerDe::leclg:ran Ditien
RK.10 ranc)z/an an 10.10 | rancangan 20 Perature?n Peraturan Rancangan Peraturan
9 9 - 9.1 Peraturan Perundang- | Menteri
Peraturan Menteri } Perundang-
Menteri undangan
undangan
Penyusunan Jumlah Direktur -
Ditjen
rancangan rancangan Perancangan Rancangan Undang-
RK.11 10.11 Peraturan :
Undang-Undang Undang-Undang 1 Peraturan Undang Jaminan Benda
0 . 0.1 . Perundang-
Jaminan Benda Jaminan Benda Perundang- Bergerak
undangan
Bergerak Bergerak undangan
Penyusunan Jumlah Peggilggran Ditjen
RK.11 | rancangan 10.11 | rancangan 9 Peraturan Rancangan Undang-
1 Peraturan P
1 Undang-Undang 11 Undang-Undang Perundana- Perundang- | Undang Kepailitan
Kepailitan Kepailitan 9 undangan
undangan
Konsepsi Jumlah konsepsi Direktur Ditjen
RK.11 | rancangan |0.11 | rancangan Perancangan Peraturan Konsepsi rancangan
Peraturan Peraturan 1 Peraturan Peraturan Perundang-
2 21 Perundang-
Perundang- Perundang- Perundang- undanaan undangan
undangan undangan undangan 9




No.
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ey | Dten | Lo
RK.11 | rancangan o1 | P 9 Peraturan p ang
. rancangan 1 Peraturan Undang-Undang di DPR
3 undang-undang di 3.1 Perundang- B
DPR u_ndang-undang Perundang- undangan R_I (sesuai Tata Naskah
di DPR RI undangan Dinas)
Penyusunan Jumlah
rekomendasi hasil rekomendasi Kepala Divisi Dokumen rekomendasi
RK.11 . 10.11 . = . . - .
4 analisis dan a1 hasil analisis dan 1 Pelayanan Kanwil hasil analisis dan evaluasi
evaluasi produk ' evaluasi produk Hukum produk hukum di wilayah
hukum di wilayah hukum di wilayah
Fasilitasi Jumlah fasilitasi Laporan kegiatan fasilitasi
perencanaan perencanaan Kepala Divisi perencanaan
RK.11 | pembentukan 10.11 | pembentukan 1 Pgla anan Kanwil pembentukan Peraturan
5 Peraturan Daerah 51 Peraturan Daerah Huium Daerah di wilayah tahun
di wilayah tahun di wilayah tahun 2024 (sesuai Tata Naskah
2024 2024 Dinas)
Jumlah naskah
Penyusunan akademik
naskah akademik Dokumen naskah
rancangan Kepala Pusat kademik
RK.11 | fancangan 10.11 | undang-undang Perencanaan akademik rancangan
é undang-undang 6' inisiatif 1 K BPHN undang-undang inisiatif
inisiatif 1 nisiatf Hu'um Kementerian Hukum dan
Kementerian Nasional

Kementerian
Hukum dan HAM

Hukum dan HAM
yang disusun

HAM yang disusun
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Jumlah Kepala Pusat Laporan kegiatan
RK.11 | Penyelarasan 10.11 envelarasan 1 Perencanaan BPHN penyelarasan naskah
7 naskah akademik 7.1 peny! . Hukum akademik (sesuai Tata
naskah akademik ) .
Nasional Naskah Dinas)
Perencanaan Jumlah dokumen Kepala Pusat Dokumen perencanaan
RK.11 10.11 | perencanaan Perencanaan p
pembentukan 1 BPHN pembentukan Undang-
8 undang-undang 8.1 pembentukan Hukum undang
undang-undang Nasional
Fasilitasi Jumlah fasilitasi Laporan kegiatan fasilitasi
Kepala Pusat perencanaan hukum
perencanaan Perencanaan -
RK.11 ) 10.11 - Perencanaan nasional
9 hukum nasional 91 hukum nasional 1 Hukum BPHN Kementerian/Lembaga
Kementerian/Lem ' Kementerian/Lem . -
Nasional (sesuai Tata Naskah
baga baga .
Dinas)
B06 : 30 dokumen
rekomendasi hasil analisis
Penyusunan _ Jumlah _ Kepala Pusat dan evaluasi atau
rekomedasi hasil rekomendasi Analisis dan pemantauan dan
RK.12 | analisis dan 10.12 | hasil analisis dan 60 BO6 B12 Evaluasi BPHN peninjauan PUU
0 evaluasi atau 0.1 evaluasi atau ! Hukum B12 : 30 dokumen
pemantauan dan pemantauan dan ) rekomendasi hasil analisis
S S Nasional p
peninjauan PUU peninjauan PUU dan evaluasi atau
pemantauan dan
peninjauan PUU




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator
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Outcome

Waktu
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dPgl?alrl;ZUnnan Jumlah Dokumen
Perencanaan Perencanaan Dokumen Perencanaan
Pembangunan EiTub::n,g:Q%?‘al Kepala Pusat Pembangunan Hukum
RK.12 | Hukum Nasional 10.12 . Perencanaan Nasional sebagai bahan
1 sebagai bahan 11 sebagal bahan 1 Hukum BPHN masukan untuk
masukan untuk . masukan untuk Nasional perencanaan
perencanaan Bz:ﬁggﬁgﬁﬁgn pembangunan nasional
pembangunan nasional
nasional
Kepala Pusat
Rekomendasi ‘r]:IZI) Ir?]rén dasi Strategi SBt?a(ljtzni Dokumen rekomendasi
RK.12 | strategi kebijakan 10.12 . " Kebijakan ateg strategi kebijakan
2 pelayanan Hukum 21 strategi kebijakan L Pelayanan Kebijakan pelayanan hukum dan
dan HAM . pelayanan Hukum dan Hukum dan HAM
Hukum dan HAM HAM HAM
Kepala Pusat
Rekomendasi Jumlah . Strﬁtegl Badan Dokumen rekomendasi
strategi kebijakan rekomendasi Kebijakan Strategi strategi kebijakan
RK.12 embgntukajn dan 10.12 | strategi kebijakan 1 Pembentuka Kebi'akgam embgntukajn dan
3 P 3.1 pembentukan n dan , p
penegakan Hukumdan | penegakan Hukum dan
dan penegakan Penegakan
Hukum dan HAM Hukum dan HAM Hukum dan HAM HAM
HAM
Jumlah Kepala Pusat
thfla(toe miel?:t;j‘i's;\kan rekomendasi Kse;ztk:?;ign ;?;tzni Dokumen rekomendasi
RK.12 tata kglola djan 10.12 | strategi kebijakan 1 Tata JKeIoIa Kebi'akg’]am strategi kebijakan tata
4 pengawasan 41 tata kelola dan dan Hukujm dan kelola dan pengawasan
internal ipr)]?gg]ael\llvasan Pengawasan HAM internal

Internal




No.
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Kepala Pusat
Strategi
Rekomendasi Jumlah IED\::]IUSISOI Ig:r? SBt?e(ljtzni
RK.12 | strategi evaluasi 10.12 | rekomendasi 1 gData Kebi'ak%n Dokumen rekomendasi
5 kebijakan Hukum 5.1 strategi evaluasi f . K , d strategi evaluasi kebijakan
dan HAM kebijakan In ormasi Hukum dan
Kebijakan HAM
Hukum dan
HAM
1. Kepala
Pusat
Strategi
Kebijakan
Pelayanan
Rekomendasi Jumlah Hukum dan Badan
- . rekomendasi HAM . Dokumen rekomendasi
kebijakan hasil " . Strategi " -
RK.12 engukuran 10.12 | kebijakan hasil 1 2. Kepala Kebiiakan kebijakan hasil
6 peng . 6.1 pengukuran Pusat , pengukuran Indeks
Indeks Kualitas - . Hukum dan g "
Kebijakan Inde__ks Kualitas Stra_t_egl HAM Kualitas Kebijakan
Kebijakan Kebijakan
Pembentuka
n dan
Penegakan
Hukum dan
HAM
Direktur
Jumlah Fasilitasi
. Perancangan .
Pembinaan perancang - Laporan pembinaan
erancan Peraturan Peraturan Ditien erancang Peraturan
rRk.12 | P 9 10.12 Daerah dan Peraturan p 9
Peraturan Perundang- 200 ] Perundang-undangan
7 7.1 Pembinaan Perundang- -
Perundang- Undangan yang (sesuai Tata Naskah
Undangan mendapat Perancang undangan Dinas)
embinaan Peraturan
P Perundang-

undangan
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Direktur
Fasilitasi
Fasilitasi Jumlah fasilitasi nggﬁgﬁn Ditjen Laporan pelaksanaan
perancangan perancangan fasilitasi perancangan
RK.12 Peraturan Daerah 10.12 Peraturan Daerah 10 Daera_h dan Peraturan Peraturan Derah pada
8 - 8.1 : Pembinaan Perundang- - .
pada Kanwil pada Kanwil Kanwil Kumham (sesuai
Kumham Kumham Perancang undangan Tata Naskah Dinas)
Peraturan
Perundang-
undangan
. Jumlah Kepala Pusat .
Pembinaan embinaan Analisis dan Laporan pembinaan
RK.12 | Jabatan o012 | P ; Jabatan Fungsional Analis
] . Jabatan 400 Evaluasi BPHN ]
9 Fungsional Analis 9.1 ] . Hukum (sesuai Tata
Fungsional Analis Hukum :
Hukum . Naskah Dinas)
Hukum Nasional
Jumlah
Rancangan
rancangan
peraturan eraturan Laporan pelaksanaan
perundang- p Direktur - harmonisasi rancangan
B perundang- . Ditjen i
undangan bidang . Harmonisasi peraturan perundang
RK.13 - 10.13 | undangan bidang Peraturan - .
0 politik, 0 " 20 Peraturan undangan bidang politik,
. 1 politik, . Perundang- :
pemerintahan dan . Perundang pemerintahan dan
pemerintahan undangan .
pertahanan yang undangan | pertahanan (sesuai Tata
: dan pertahanan )
selesali ang selesai Naskah Dinas)
diharmonisasi yang =
diharmonisasi
Jumlah
Rancangan
rancangan
peraturan eraturan Laporan pelaksanaan
perundang- P Direktur " harmonisasi rancangan
. perundang- N Ditjen i
undangan bidang . Harmonisasi peraturan perundang
RK.13 g 10.13 | undangan bidang Peraturan :
hukum, hak asasi g 20 Peraturan undangan bidang hukum,
1 : 11 hukum, hak asasi Perundang- ) .
manusia, dan manusia. dan Perundang- undanaan hak asasi manusia, dan
keamanan yang K ! undangan | 9 keamanan (sesuai Tata
; eamanan yang h
selesai selesai Naskah Dinas)
diharmonisasi diharmonisasi




No.
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Outcome

Waktu
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Jumlah
Rancangan rancangan
peraturan peraturan
perundang- perundang- Laporan pelaksanaan
undangan bidang undangan bidang harmonisasi rancangan
sumber daya bidang sumber Direkiur peraturan perundang-
manusia, daya manusia, Harmonisasi Ditjen undangan bidang bidang
RK.13 | remunerasi, 10.13 | remunerasi, 20 Peraturan Peraturan sumber daya manusia,

2 kelembagaan, 21 kelembagaan, Perundana- Perundang- | remunerasi, kelembagaan,
pemuda dan pemuda dan undan angl undangan pemuda dan olahraga,
olahraga, olahraga, 9 pariwisata, dan
pariwisata, dan pariwisata, dan perumahan rakyat (sesuai
perumahan rakyat perumahan Tata Naskah Dinas)
yang selesai rakyat yang
diharmonisasi selesai

diharmonisasi
Rancangan Jumlah

rancangan
peraturan

peraturan Laporan pelaksanaan
perundang- U
undanaan bidan perundang- harmonisasi rancangan
agamag 9 undangan bidang peraturan perundang-

' agama, . undangan bidang agama,
kiﬁ%?;}g:{ kesehatan, Ha?r;[lilﬁii ;si Ditjen kesehatan, pendidikan,
RK.13 p ’ 10.13 | pendidikan, Peraturan kebudayaan,
3 kebudayaan, 31 kebud 20 Peraturan P d K keri
Ketenagakerjaan . ebudayaan, Perundang- erundang- etenagakerjaan,
emberdavaan ' ketenagakerjaan, undanaan | undangan pemberdayaan
perem ua)rl1 dan pemberdayaan 9 perempuan dan
perlindﬁn an perempuan dan perlindungan anak, dan
gnak dar? sosial perlindungan sosial (sesuai Tata
an ’selesai anak, dan sosial Naskah Dinas)
éihagrmonisasi yang seIe;ai .
diharmonisasi
Rancangan Jumlah
rancangan
peraturan
erundang- peraturan Laporaq pel_aksanaan
En dangan bidan perundang- harmonisasi rancangan
monetgr jasa 9 undangan bidang Direktur Ditjen pe&aturan [l))edrundang-
’ moneter, jasa Harmonisasi undangan bidang
RK.13 keuanga_n_, badan 10.13 keuangan, badan 20 Peraturan Peraturan moneter, jasa keuangan,
4 usaha milik 41 usaha milik Perundang- Perundang- badan usaha milik negara
negara, dan undangan '
enanaman negara, dan undangan Il dan penanaman modal
pmo dal van penanaman (sesuai Tata Naskah
selesaiy 9 modal yang Dinas)
diharmonisasi sglesal L
diharmonisasi
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Jumlah
Rancangan rancangan
peraturan eraturan Laporan pelaksanaan
perundang- perun dana- Direktur harmonisasi rancangan
undangan bidang Endan ar?bidan Harmonisasi Ditjen peraturan perundang-
RK.13 | Perencanaan 10.13 Peren(?anaan 9 20 Peraturan Peraturan undangan bidang
5 pembangunan 51 embanaunan Perundang- Perundang- | Perencanaan
nasional dan Easionalgdan undan angll undangan pembangunan nasional
fiskal yang st 9 dan fiskal (sesuai Tata
selesai selesaﬁ 9 Naskah Dinas)
diharmonisasi diharmonisasi
Jumlah
Rancangan
peraturan rancangan
peraturan Laporan pelaksanaan
perundang- U
. perundang- harmonisasi rancangan
undangan bidang d bid irekt d
sumber daya undangan bidang Direktur Ditien peraturan perundang-
RK.13 | alam, lingkungan 1013 sumbe_r daya Harmonisasi Peraturan undangan bl_dang sumber
é hidu ! kehutanan 6.1 alam, lingkungan 20 Peraturan Perundana- daya alam, lingkungan
rasg’rana ' ' hidup, kehutanan, Perundang- undan ag hidup, kehutanan,
2 raria dz’an tata prasarana, undangan Il 9 prasarana, agraria, dan
rl?an Yan agraria, dan tata tata ruang (sesuai Tata
selesgaiy 9 ruang yang Naskah Dinas)
: . selesai
diharmonisasi diharmonisasi
Rancangan ‘r]:r?(llaa: an
peraturan eraturgn Laporan pelaksanaan
perundang- perun dana- Direktur harmonisasi rancangan
undangan bidang Endan ar?bidan Harmonisasi Ditjen peraturan perundang-
RK.13 | perindustrian, 10.13 erin dgstrian 9 20 Peraturan Peraturan undangan bidang
7 perdagangan, 7.1 per dagan an’ Perundana- Perundang- | perindustrian,
riset dan ﬁset dgan gan, undan angll undangan perdagangan, riset dan
teknologi yang teknoloai van 9 teknologi (sesuai Tata
selesai selesaig yang Naskah Dinas)
diharmonisasi diharmonisasi
PealrSﬁglja:n Laporan pelaksanaan
9 9 pengundangan peraturan
Peraturan Persentase an,
- - perundang-undangan
perundang- peraturan Penerjemaha Ditjen ang didalamnya memuat
RK.13 | undanganyang 10.13 | perundang- 80% n, Publikasi, Peraturan )(;ata? en a'uar): eraturan
8 diundangkan 8.1 undangan yang dan Sistem Perundang- erunpdar? J—undgn an
sesuai dengan diundangkan Informasi undangan gen an egn diund%n Kan
pengajuan sesuai dengan Peraturan (ses%ai ')I/'atag Naskah 9
pengajuan Perundang- Dinas)
undangan
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Direktur
Laporan pelaksanaan
Peng::dang publikasi peraturan
Peraturan Persentase Penerjemaha Ditjen pgaungizg?;m?a;%?muat
RK.13 | perundang- 10.13 | peraturan 80% n, Publikasi, Peraturan }Lm%h eratuer an
9 undangan yang 9.1 perundang- dan Sistem Perundang- Jdiun danp kan dany 9
dipublikasikan undangan yang Informasi undangan eraturagn an
dipublikasikan Peraturan Eipublikasiiang(sesuai
Perundang- Tata Naskah Dinas)
undangan
Pe?"ﬁﬁ;gn Laporan pelaksanaan
Persentase gan 9 penerjemahan peraturan
peraturan . - perundang-undangan
Peraturan erundang- Penerjemaha Ditjen ang didalamnya memuat
RK.14 | perundang- .14 | P d 9 809 n, Publikasi, Peraturan Y Ig h Y
0 undangan yang 0.1 undangan yang % dan Sistem Perundang- Jumiah peraturan yang
L ' diterjemahkan A diundangkan dan
diterjemahkan . Informasi undangan )
sesuai dengan Peraturan peraturan yang di
permohonan Perundana- terjemahkan (sesuai Tata
9 Naskah Dinas)
undangan
Laporan pelaksanaan
pendampingan
Persentase persidangan di Mahkamah
. Direktur " Konstitusi yang
Pendampingan terlaksananya Lo Ditjen .
: h ; Litigasi didalamnya memuat
RK.14 | persidangan di 10.14 | penyelesaian 80% Peraturan Peraturan iumlah seluruh peraturan
1 Mahkamah 11 sengketa di Perundang- . - p
o Perundang- yang disengketakan
Konstitusi Mahkamah undangan )

Konstitusi undangan dengan jumlah peraturan
sengketa yang
diselesaikan (sesuai Tata
Naskah Dinas)




Waktu

Sasar:?\n . . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
: Outcome)/ 9 9 Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Laporan pelaksanaan
penyelesaian sengketa
peraturan perundang-
undangan di luar
Penyelesaian Perserlnas_e irekt pengadilan yang
sengketa penyelesaian Direktur Ditjen didalamnya memuat
sengketa Litigasi
RK.14 | peraturan 10.14 Peraturan seluruh peraturan
peraturan 80% Peraturan
2 perundang- 21 Perundang- | perundang -undangan
. perundang- Perundang- -
undangan di luar . undangan yang disengketakan
’ undangan di luar undangan )
pengadilan A dengan jumlah sengketa
pengadilan
peraturan perundang -
undangan yang
diselesaikan (sesuai Tata
Naskah Dinas)
Jumlah Laporan Pusat
Pelaksanaan Pelaksanaan Strategi Badan Laporan Pelaksanaan
tindak lanjut atas tindak lanjut atas Kebijakan Strategi tindak lanjut atas hasil
RK.14 | hasil evaluasi 10.14 | hasil evaluasi 1 Pembentuka Kebi'ak%n evaluasi penilaian Indeks
3 penilaian Indeks 31 penilaian Indeks n dan Hukqu dan Reformasi Hukum tahun
Reformasi Hukum Reformasi Penegakkan HAM 2023 (sesuai Tata Naskah
tahun 2023 Hukum tahun Hukum dan Dinas)
2023 HAM
S.8 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Arsip Digital dan Data Statistik Sektoral
K.15 Pelaksanaan Tingkat Digitalisasi 90 Meningkatnya Kepala Biro
Arsip Digital Arsip kualitas Umum,
*(Tahapan pengelolaan Seluruh
disusun sesuai arsip digital di Sekretaris
PerANRI Nomor 6 lingkungan Ditjen,
Tahun 2021) Kementerian Seluruh
Hukum dan Jumlah laporan Sekretaris . Laporan pelaksanaa_n
. Seluruh Unit | pemeliharaan dan alih
HAM. Pemeliharaan pelaksanaan Badan, ) . .
RK.14 ] . 10.14 . BO3, BO6, . Eselon |, media arsip elektronik
4 dan alih media 41 pemeliharaan 4 B09. B12 Sekretaris Kanwil, dan | dengan lampiran pada
arsip elektronik ' dan alih media ! Inspektorat ! I . .
. ) UPT aplikasi E-Arsip (sesuai
arsip elektronik Jenderal, .
L Tata Naskah Dinas)
Kepala Divisi
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi

di UPT




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target Pellegnuaan Penanggung Jawab
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Kepala Biro
Umum,
Seluruh
Sekretaris Laporan pelaksanaan
Ditjen, penggunaan arsip
Seluruh elektronik yang
Jumlah laporan Sekretaris Seluruh Unit didalamnya memuat
RK.14 | Penggunaan 10.14 | pelaksanaan Badan,_ Eselon |, Pemby atan dan_
h - 1 Sekretaris ) penerimaan arsip
5 arsip elektronik 5.1 penggunaan Kanwil, dan - ;
arsio elektronik Inspektorat UPT elektronik,Penyimpanan
P Jenderal, arsip elektronik, Deskripsi
Kepala Divisi dan pengolahan arsip
Administrasi, elektronik (sesuai Tata
dan seluruh Naskah Dinas)
fungsi
administrasi
di UPT
Laporan sosialisasi
Jumlah laporan aplikasi Srikandi
RK.14 | Sosialisasi 10.14 man ap Kepala Biro Sekretariat (undangan rapat, notula,
P . sosialisasi 1 ;
6 aplikasi Srikandi 6.1 o . Umum Jenderal daftar hadir dan
aplikasi Srikandi - .
dokumentasi) (sesuai Tata
Naskah Dinas)
Kepala Biro
Umum,
Kepala
Pusdatin,
Seluruh
Sekretaris
Ditjen,
Seluruh .
Penggunaan Jumlah laporan Sekretaris Seluruh Unit | Laporan pelaksanaan
RK.14 | aplikasi Srikandi 10.14 | pelaksanaan B03, BO6, Eselon |, pembuatan surat keluar
4 Badan, ) e ’ .
7 untuk persuratan 7.1 pembuatan surat B09, B12 . Kanwil, dan | aplikasi Srikandi (sesuai
Sekretaris ;
keluar keluar UPT Tata Naskah Dinas)
Inspektorat
Jenderal,
Kepala Divisi
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi

di UPT




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Waktu

. . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
S Jumlah laporan e
Sosialisasi A Laporan sosialisasi
S~ sosialisasi o .
aplikasi Simpul o o aplikasi Simpul Informasi
- aplikasi Simpul : .
Informasi Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)
RK.14 Kea_r3|pan 10.14 | Kearsipan Kepala Biro Sekretariat dan Jgnngan Infprma3|
Nasional (SIKN) B 1 Kearsiapan Nasional
8 : 8.1 Nasional (SIKN) Umum Jenderal
dan Jaringan . (JIKN) (undangan rapat,
. dan Jaringan )
Informasi Informasi notula, daftar hadir dan
Kearsiapan . dokumentasi) (sesuai Tata
Nasional (JIKN) Kearsiapan Naskah Dinas)
Nasional (JIKN)
Jumlah laporan
Penggunaan enagunaan
Aplikasi Simpul penggunac Laporan penggunaan
; Aplikasi Simpul o e .
Informasi Informasi Aplikasi Simpul Informasi
RK.14 Kea_rS|pan 10.14 | Kearsipan Kepala Biro Sekretariat Kearsmgn Nasional (SI.KN)
Nasional (SIKN) . 2 dan Jaringan Informasi
9 . 9.1 Nasional (SIKN) umum Jenderal : .
dan Jaringan dan Jarinoan Kearsiapan Nasional
Informasi 9 (JIKN) (sesuai Tata
; Informasi ;
Kearsiapan Kearsiapan Naskah Dinas)
Nasional (JIKN) Nasional (JIKN)
Membuat SK Tim 'éllimTl?Q (tj;)rl](tuanr:en
RK.15 | tentang layanan 10.15 9 Kepala Biro Sekretariat SK tim tentang layanan
h B Layanan 1 : ; B
0 informasi 0.1 . umum Jenderal informasi kearsipan
h Informasi
kearsipan .
Kearsipan
Membuat layanan Jumlah laporan Laporan layanan informasi
RK.15 | informasi (help 10.15 | layanan informasi 5 BO6. B12 Kepala Biro Sekretariat (help desk) tentang
1 desk) tentang 11 (help desk) ! umum Jenderal kearsipan (sesuai Tata
kearsipan tentang kearsipan Naskah Dinas)




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target

Waktu

Penanggung Jawab

. . Pelaksanaan ;
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Kepala Biro
Umum,
Kepala
Pusdatin,
Seluruh
Jumlah laporan S%ﬁgﬁns
hasil pengisian Seljuru’h Laporan hasil pengisian
Pengisian Lembar Lembar Kerja Sekretaris Seluruh Unit | Lembar Kerja Evaluasi
RK.15 9 ) 10.15 | Evaluasi (LKE) Eselon |, (LKE) Kearsipan (format
2 Kerja Evaluasi 21 K : f t 1 Badan, Kanwil. d Excel di ik
(LKE) Kearsipan . earsipan (format Sekretaris anwil, dan xcel yang disampaikan
Excel yang Inspektorat UPT oleh Biro Umum) (sesuai
disampaikan oleh p Tata Naskah Dinas)
) Jenderal,
Biro Umum) L
Kepala Divisi
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT
Jumlah dokumen
Pembentukan tim SK tim
) seluruh .
penyusutan arsip penyusutan dan - SK tim penyusutan dan
RK.15 10.15 fungsi
dan pelaksanaan pelaksanaan 1 . . UPT pelaksanaan pemusnahan
3 31 administrasi - I -
pemusnahan pemusnahan di UPT arsip fasilitatif/subtantif
arsip arsip
fasilitatif/subtantif
Kepala Biro
Umum,
Kepala
Pusdatin,
Seluruh
Laporan Sekretaris
Pelaksanaan pelaksanaan Ditien, Seluruh Unit | Laporan pelaksanaan
penyusutan arsip penyusutan arsip Seluruh p p -
RK.15 10.15 . Eselon |, pemusnahan arsip
dan pelaksanaan dan pelaksanaan 1 Sekretaris ) e - .
4 4.1 Kanwil, dan | fasilitatif/subtantif (sesuai
pemusnahan pemusnahan Badan, h
. . . UPT Tata Naskah Dinas)
arsip arsip Sekretaris
fasilitatif/subtantif Inspektorat
Jenderal,
Kepala Divisi
Administrasi,
dan seluruh

fungsi




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target

Waktu

Penanggung Jawab

. . Pelaksanaan ;
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
g Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
administrasi
di UPT
Pembentukan tim Jumlah dokumen seluruh
RK.15 10.15 | SKtim fungsi SK tim pengawasan
pengawasan 1 L . UPT .
5 kearsipan 51 pengawasan administrasi kearsipan
kearsipan di UPT
Kepala Biro
Umum,
Kepala
Jumlah laporan Pusdatin,
P:rllalgszgggrr: pelaksanaan Seluruh
E e a?si an di pengawasan Sekretaris Laporan pelaksanaan
Iingkur?gan kearsipan di Ditjen, pengawasan kearsipan di
lingkungan Seluruh . lingkungan
Ker‘r_wenl_<umham Kemenkumham Sekretaris Seluruh Unit Kemenkumham meliputi
RK.15 | meliputi 10.15 - Eselon |, - )
; . meliputi 1 Badan, ) penciptaan arsip,
6 penciptaan arsip, 6.1 ; . . Kanwil, dan ;
penciptaan arsip, Sekretaris penggunaan arsip,
penggunaan UPT . .
arsi penggunaan Inspektorat pemeliharaan arsip, dan
P, arsip, Jenderal, penyusutan arsip (sesuai
pemeliharaan . S ;
: pemeliharaan Kepala Divisi Tata Naskah Dinas)
arsip dan - - >
envusutan arsi arsip dan Administrasi,
peny! P penyusutan arsip dan seluruh
fungsi
administrasi

di UPT




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Waktu

. . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Rincian Kegiatan Indl_kat_or Outp_ut dari Data Dukung/Buktl
Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Kepala Biro
Umum,
Kepala
Pusdatin,
Seluruh SK tim pembinaan
Sekretaris kearsipan dengan Tupoksi
RK.15 Pembentukan tim 10.15 %uKrr;:ﬁqh dokumen Ditjen, Seluruh Unit | :
. pembinaan ' . 1 Seluruh Eselon |, 1. Penyusutan dan
7 ) 7.1 pembinaan . .
kearsipan kearsipan Sekretaris Kanwil pemusnz_ahan _
Badan, 2. Pembinaan Kearsipan
Sekretaris 3. Pengawasan kearsipan
Inspektorat
Jenderal,
Kepala Divisi
Administrasi
Kepala Biro
Umum,Kepal
a Pusdatin,
Jumlah laporan Seluruh
| oporen pelcanaan ot
RK.15 meliputi IC;.;S kel(l)la kearsipan 1 leFen,h Seéurulh Ulnlt pengelolaan arsip aktif
8 . . meliputi eluru selon )
perjgelolaan arsip pengelolaan arsip Sekretaris (s_esual Tata Naskah
aktif . Dinas)
aktif Badan,
Sekretaris
Inspektorat
Jenderal
Kepala Biro
Umum,Kepal
a Pusdatin,
Pelaksanaan tata Jumiah laporan Seluruh_ Laporan pelaksanaan tata
kelola kearsipan pelaksanaan tata Sek_rgtarls . kelola kearsipan meliputi
RK.15 meliputi 10.15 | kelola kearsipan 1 Ditjen, Seluruh Unit pengelolaan arsip inaktif
9 pengelolaan arsip 91 meliput Seluruh Eselon | (sesuai Tata Naskah
; . pengelolaan arsip Sekretaris .
inaktif ; f Dinas)
inaktif Badan,
Sekretaris
Inspektorat

Jenderal




Waktu

Sasargn . . Target BalklieanEan Penanggung Jawab .
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indl_kat_or Outp_ut dari Data Dukung/Buktl
: Outcome)/ 9 9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Kepala Biro
Umum,Kepal
a Pusdatin,
N Jumlah laporan Seluruh_ N
Monitoring dan monitoring dan Sekretaris Laporan monitoring dan
RK.16 | evaluasi 10.16 ) Ditjen, Seluruh Unit | evaluasi pelaksanaan tata
0 laksanaan tata 0.1 evaluasi L Seluruh Eselon | kelola kearsipan (sesuai
pe h elaksanaan tata . pa (
kelola kearsipan p . Sekretaris Tata Naskah Dinas)
kelola kearsipan
Badan,
Sekretaris
Inspektorat
Jenderal
Pembentukan tim Jumlah dokumen
pelaksana alih SK tim pelaksana seluruh
RK.16 | media arsip di 10.16 | alih media arsip 1 fungsi UPT SK tim pelaksana alih
1 lingkungan 11 di lingkungan administrasi media arsip
Kementerian Kementerian di UPT
Hukum dan HAM Hukum dan HAM
K.16 Pelaksanaan Tingkat 2,6 Meningkatnya
Data Statistik Kematangan kualitas data
Sektoral Penyelenggaraan statistik sektoral Laporan sosialisasi
Statistik Sektoral di lingkungan ialisasi Jumlah laporan pelaksanaan data statistik
Kementerian RK.16 SOIS 'E Isasl d 10.16 | sosialisasi 1 Kepala Sekretariat | sektoral (undangan rapat,
Hukum dan 2 pela S.Enain alta 2.1 | pelaksanaan data Pusdatin Jenderal notula, daftar hadir dan
HAM. statistik sektora statistik sektoral dokumentasi) (sesuai Tata
Naskah Dinas)
Membuat surat iﬂg{ah dokumen
pelaksanaan data ) Surat pelaksanaan data
RK.16 statistik sektoral 10.16 | pelaksanaan data 1 Kepala Sekretariat statistik sektoral ke
3 31 statistik sektoral Pusdatin Jenderal

ke seluruh Unit
Eselon |

ke seluruh unit
eselon |

seluruh unit eselon |




Waktu

Sasaran Target Pelaksanaan Penanggung Jawab
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
: Outcome)/ 9 9 Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Melakukan Jumlah laporan Lo
monitoring dan monitoring dan . Laporan_ monitoring dan
RK.16 evaluasi 10.16 evaluasi 5 Kepala Sekretariat evaluasi pelaksanaan
4 pelaksanaan data 4.1 pelaksanaan data Pusdatin Jenderal SPBE (sesuai Tata
statistik sektoral statistik sektoral Naskah Dinas)
Kepala
Pusdatin
Jumlah laporan Kfevr\'lr?cl,lnclj(itrih
hMaeSr;I'r:gsﬁlitaggil;t' Eqng;lt(olr?:] uctjgr?sn am), Seluruh Laporan tindak lanjut hasil
rng ng Sekretaris .. | monitoring dan evaluasi
RK.16 | dan evaluasi 10.16 | evaluasi 1 Ditien Seluruh Unit elaksanaan SPBE oleh
5 pelaksanaan data 51 pelaksanaan SeliJ ru'h Eselon | E’us datin (sesuai Tata
statistik sektoral pelaksanaan data Sekretaris Naskah Dinas)
oleh Pusdatin statistik sektoral Badan
oleh Pusdatin Sekretaris
Inspektorat
Jenderal
S.9 Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pengelolaan Keuangan, dan Aset
K.17 Penguatan Indeks Tata Kelola | Sanga | Meningkatnya Jumlah laporan
Pengadaan Pengadaan t Baik | kualitas Penyusunan penyusunan
Barang dan Jasa (Predi | pengadaan revisi/rancangan revisi/rancangan
Pemerintah kat) barang dan jasa Peraturan Menteri Peraturan Laporan pembentukan unit
pemerintah di Hukum dan Hak Menteri Hukum . . kerja pengadaan barang
lingkungan RKéle Asasi Manusia I%}F dan Hak Asasi 1 Kep;{;al\NBlro S‘?:rzztearr{:l?t dan jasa Kemenkumham
Kementerian tentang UKPBJ ' Manusia tentang (sesuai Tata Naskah
Hukum dan Kementerian UKPBJ Dinas)
HAM. Hukum dan Hak Kementerian

Asasi Manusia

Hukum dan Hak
Asasi Manusia




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Waktu

. . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Jumiah laporan Laporan pelaksanaan
Peningkatan pelaksanaan Pe‘;in ka‘:an Kompetensi
RK.16 | kompetensi 10.16 | peningkatan 1 Kepala Biro Sekretariat en egI]oIa baran Fc)ian iasa
7 pengelola barang 7.1 kompetensi BMN Jenderal pengex 9 !
! (sesuai Tata Naskah
dan jasa pengelola barang A
? Dinas)
dan jasa
Jumlah laporan
Inventarisasi hasil inventarisasi Laporan hasil inventarisasi
kualifikasi PPBJ kualifikasi PPBJ kualifikasi PPBJ yang
RK.16 | sebagai PPK di 10.16 | yang ditugaskan 1 Kepala Biro Sekretariat ditugaskan sebagai PPK
8 lingkungan 8.1 sebagai PPK di BMN Jenderal di lingkungan Kementerian
Kementerian lingkungan Hukum dan HAM (sesuai
Hukum dan HAM Kementerian Tata Naskah Dinas)
Hukum dan HAM
Jumlah laporan
Pengawasan engawasan Laporan pengawasan
RK.16 | terhadap 10.16 | P9 Kepala Biro Sekretariat terhadap pengelolaan
terhadap 1 . .
9 pengelolaan 9.1 BMN Jenderal barang dan jasa (sesuai
; pengelolaan -
barang dan jasa - Tata Naskah Dinas)
barang dan jasa
Pelaksanaan Jg:g:?sgnaan
pengelolaan p Laporan pelaksanaan
pengelolaan
pengadaan engadaan pengelolaan pengadaan
barang/jasa Eara?n asa barang/jasa melalui
melalui Aplikasi melalSiJA likasi melalui Aplikasi SIPBMN :
RK.17 | SIPBMN: 10.17 .p Kepala Biro Sekretariat 1. Laporan E-Verifikasi
L SIPBMN: 4 B03, B12
0 1. E-Verifikasi 0.1 o BMN Jenderal 2. Laporan progres
1. E-Verifikasi
2. Laporan pelaksanaan pengadaan
2. Laporan .
progress rOaress barang/jasa
pelaksanaan prog Note : sesuai Tata Naskah
pelaksanaan .
pengadaan Dinas
barang/jasa pengadaan
9 barang/jasa




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Waktu

. . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Analisa Jum_lah Iaporan
. hasil analisa .
ketersediaan ketersediaan Laporan penyedia yang
penyedia yang - . . terdaftar di e-Katalog
RK1.17 terdaftar di e- I?'f feigﬁgf anerjg 2 Kep;{;allNBwo SJe:r:ztearg?t Kementerian Hukum dan
Kalatog ) Kalatog HAM (sesuai Tata Naskah
Kementerian . Dinas)
Kementerian
Hukum dan HAM Hukum dan HAM
. - Jumlah laporan
Menindaklanjuti tindak lanjut hasil
hasil analisa . . .
; analisa Laporan tindak lanjut
ketersediaan . - .
- ketersediaan penyedia yang terdaftar di
penyedia yang : -
. penyedia yang e-Katalog Kementerian
terdaftar di e- .
terdaftar di e- Hukum dan HAM yang
Kalatog | idak hi kualifikasi
Kementerian Kalatog _ _ _ tida memenuhi kualifikasi
RK.17 Hukum dan HAM 10.17 | Kementerian 5 Kepala Biro Sekretariat penyedia pada e-katalog
2 - 2.1 Hukum dan HAM BMN Jenderal Kementerian Hukum dan
yang tidak idak duk di
memenuhi yang tidal _ HAM (produk penyedia
kualifikasi memenuhi yang turun tayang dalam
envedia pada e- kualifikasi e-Katalog Kementerian
peny! p penyedia pada e- Hukum dan HAM) (sesuai
katalog : katalog Tata Naskah Dinas)
Kementerian Kementerian
Hukum dan HAM Hukum dan HAM
Jumlah
Pelaksanaan pelaksanaan Laporan pelaksanaan
clearing house pembentukan clegring hpouse pengadaan
RK.17 EZ?agr?d/a:sna di 10.17 cfr?rglo?aZguse 2 Kepala Biro Sekretariat barang/jasa di lingkungan
3 : 9 31 pengace . BMN Jenderal Kementerian Hukum dan
lingkungan barang/jasa di HAM (sesuai Tata Naskah
Kementerian lingkungan Dinas)
Hukum dan HAM Kementerian

Hukum dan HAM




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Target

Waktu

Penanggung Jawab

. . Pelaksanaan ;
Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan I LEitery IR et DR DU L
9 9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Indeks 3,30 Meningkatnya Jumlah laporan
Pengelolaan Aset kualitas aset di Tindak laniut hasil hasil tindak lanjut
lingkungan emeriksajan BPK hasil Laporan hasil tindak lanjut
Kementerian gtas Laboran pemeriksaan hasil pemeriksaan BPK
Hukum dan Keuan gn BPK atas atas Laporan Keuangan
HAM. RK.17 Pemer?ntah Pusat 10.17 | Laporan 1 Kepala Biro Sekretariat Pemerintah Pusat terkait
4 terkait BMN di 4.1 Keuangan BMN Jenderal BMN di lingkungan
linakunaan Pemerintah Pusat Kementerian Hukum dan
Ke%nen?erian terkait BMN di HAM (sesuai Tata Naskah
Hukum dan HAM :Lr:agrl\(:g?;?an Dinas)
Hukum dan HAM
L L 1. Rekapitulasi realisasi
RK.17 Ref?"'sas' PNBP 10.17 Ree_lllsa3| PNBP Kepala Biro Sekretariat PNBP semester | (B06).
dari pengelolaan dari pengelolaan 2 . : e
5 BMN 5.1 BMN BMN Jenderal 2. Rekapitulasi realisasi
PNBP semester Il (B12).
I:;\rgg;s;nan Jumlah rencana Dokumen hasil
RK.17 kebutuhan baran 10.17 | kebutuhan 1 Kepala Biro Sekretariat penelaahan RK BMN
6 neqara tahun 9 6.1 barang negara BMN Jenderal Kementerian Hukum dan
g tahun 2026 HAM tahun 2026
2026
Eerg:iug;gn Jumlah laporan
epn una 9 barang pengguna Laporan barang pengguna
RK.17 Eerr?gnterian 10.17 | Kementerian 1 Kepala Biro Sekretariat TA. 2023 unaudited
7 Hukum dan HAM 7.1 Hukum dan HAM BMN Jenderal (sesuai format
TA. 2023 TA. 2023 Kementerian Keuangan)
R unaudited
unaudited




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target Pellegnuaan Penanggung Jawab
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
2 laporan (sesuai format
Kementerian Keuangan):
Penyusunan
laporan barang .t])umlah laporan 3 Laporan %er;gawshsﬂall\ln
RK.17 | pengguna 10.17 arang pengguna Kepala Biro Sekretariat an pengencatian
) Kementerian 1 Tahunan tahun 2023
8 Kementerian 8.1 BMN Jenderal
Hukum dan HAM (B0O3)
Hukum dan HAM .
. TA. 2023 audited 2. Laporan pengawasan
TA. 2023 audited ;
dan pengendalian BMN
Semester | (B09)
Kepala Biro
BMN, Kepala
Pusdatin,
Seluruh
Sekretaris
Ditjen,
Seluruh
Jumlah laporan Sekretaris Seluruh Unit | Laporan pengawasan dan
RK.17 Pengawas_an dan 10.17 | pengawasan dan Badan, Eselon |, pengendalian BMN
pengendalian . 2 BO3, B09 . ) -
9 BMN 9.1 pengendalian Sekretaris Kanwil, dan | (sesuai Tata Naskah
BMN Inspektorat UPT Dinas)
Jenderal,
Kepala Divisi
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT
Menindaklanjuti
persetujuan Jumlah dokumen
Rean | fenenern o | 010 | Spemecn |, EOCHN ceosacio | seewa | SKPerect
0 g 01 |P B09, B12 BMN Jenderal | P '

menerbitkan SK
pelaksanaan
sewa dan kontrak

sewa, kontrak
dan bukti setor

kontrak dan bukti setor




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Waktu

. . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Usulan Jumlah laporan Laporan usulan
penghapusan usulan P . . pegghapusan BMN rusak
RK.18 | (pemindahtangan 10.18 B03, BO6, Kepala Biro Sekretariat : -
penghapusan 4 berat dari satuan kerja
1 an, pemusnahan, 11 B09, B12 BMN Jenderal B
BMN rusak berat (sesuai Tata Naskah
penghapusan) dari satuan kerja Dinas)
BMN rusak berat !
Izel?szihnﬁg)natau Jumlah laporan Laporan hasil rekapitulasi
RK.1g | Persetl 10.18 | hasil rekapitulasi Kepala Biro Sekretariat | izin prinsip atau
pemindahtangana T 2 . .
2 21 izin prinsip atau BMN Jenderal persetujuan (sesuai Tata
n BMN rusak . ’
berat persetujuan Naskah Dinas)
Penerbitan SK Jumlah SK . )
RK.18 penghapusan 10.18 penghapusan 2 Kepala Biro Sekretariat SK penghapusan BMN
3 31 BMN Jenderal
BMN BMN
Dokumen laporan
Inventarisasi inventarisasi Laporan inventarisasi
BMN berupa BMN berupa . ) BMN berupa tanah yang
RK.18 tanah yang belum 10.18 tanah yang belum 2 B06, B12 Kepala Biro Sekretariat belum memiliki dokumen
4 S 4.1 g BMN Jenderal s :
memiliki dokumen memiliki kepemilikan (sesuai Tata
kepemilikan dokumen Naskah Dinas)
kepemilikan




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Waktu

Target Pelaksanaan Penanggung Jawab
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
2024 2024 Eselon I Kanwil, dan
UPT
Jumlah laporan
;Z?r?a%kalsnjm P;ﬁ!lggsak lanjut Laporan hasil tindak lanjut
) o h S terhadap inventarisasi
RK.18 inventarisasi BMN 10.18 nventarisasi Kepala Biro Sekretariat BMN berupa tanah yang
berupa tanah BMN berupa 2 i
5 5.1 BMN Jenderal belum memiliki dokumen
yang belum tanah yang belum b -

e o kepemilikan (sesuai Tata
memiliki dokumen memiliki Naskah Dinas)
kepemilikan dokumen

kepemilikan
Jumlah dokumen
usulan penetapan
status
gi;ﬁgu:r?an Dokumen usulan
yang penetapan status
Mengusulkan kewenangannya
enetapan status berada pada penggunaan BMN yang
p kewenangannya berada
penggunaan BMN pengelola
. pada pengelola
yang barang/Kementeri .
é berada pada 6.1 UPT kepada 2 Kepala UPT UPT K 'Igb - pk :
engelola . Kanwil (bagi anW|'( agi satuan kerja
p . > yang tidak mengusulkan
barang/Kementeri satuan kerja yang
an Keuangan tidak penggunaan BMN
dikarenakan tidak ada
UPT kepada mengusulkan :
h belanja modal satuan
Kanwil penggunaan kerja membuat surat
BMN dikarenakan erjn ataan)
tidak ada belanja perny
modal satuan
kerja membuat
surat pernyataan)
Jumlah dokumen
Dokumen usulan
Mengusulkan usulan penetapan penetapan status
status
penetapan status penggunaan penggunaan BMN yang
penggunaan BMN kewenangannya berada
yang BMN yang pada pengelola
kewenangannya kewenangannya barang/Kementerian
RK.18 | berada pada 10.18 berada pada Kepala Divisi . Keuangan Kanwil kepada
pengelola 2 B06, B12 L . Kanwil - 3
7 pengelola 7.1 . Administrasi Sekretariat Jenderal (bagi
) barang/Kementeri . :
barang/Kementeri satuan kerja yang tidak
an Keuangan
an Keuangan Kanwil kepada mengusulkan penggunaan
Kanwil kepada Sekretariartj BMN dikarenakan tidak
Sekretariat Jenderal (bagi ada belanja modal satuan
Jenderal 0ag kerja membuat surat
satuan kerja yang
tidak pernyataan)




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target

Waktu

Penanggung Jawab

. . Pelaksanaan ;
Rincian Kegiatan Indl_kat_or Outp_ut dari Data Dukung/Buktl
Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
mengusulkan
penggunaan
BMN dikarenakan
tidak ada belanja
modal satuan
kerja membuat
surat pernyataan)
Jumlah dokumen
usulan penetapan
status
penggunaan
BMN yang Dokumen usulan
Mengusulkan kewenangannya penetapan status
penetapan status berada pada penggunaan BMN yang
penggunaan BMN pengelola Seluruh kewenangannya berada
secara berjenjang barang/Kementeri Sekretaris pada pengelola
yang an Keuangan Ditjen, barang/Kementerian
RK.18 kewenangannya 10.18 Unit Eselon | Seluruh Keuangan Unit Eselon |
é berada pada 8. 1 kepada 2 B06, B12 Sekretaris Unit Eselon | | kepada Sekretariat
pengelola ’ Sekretariat Badan, Jenderal (bagi satuan
barang/Kementeri Jenderal (bagi Sekretaris kerja yang tidak
an Keuangan Unit satuan kerja yang Inspektorat mengusulkan penggunaan
Eselon | kepada tidak Jenderal BMN dikarenakan tidak
Sekretariat mengusulkan ada belanja modal satuan
Jenderal penggunaan kerja membuat surat
BMN dikarenakan pernyataan)
tidak ada belanja
modal satuan
kerja membuat
surat pernyataan)
Mengusulkan Jumlah dokumen
penetapan status usulan penetapan Dokumen usulan
penggunaan BMN status penetapan status
secara berjenjang penggunaan penggunaan BMN yang
RK.18 | yang 10.18 | BMN yang 4 Kepala Biro Sekretariat kewenangannya berada
9 kewenangannya 9.1 kewenangannya BMN Jenderal pada pengelola
berada pada berada pada barang/Kementerian
pengelola pengelola Keuangan kepada
barang/Kementeri barang/Kementeri Kementerian Keuangan
an Keuangan an Keuangan
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Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Target

Waktu

Penanggung Jawab

Pelaksanaan
Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan I LEitery IR et DR DU L
9 9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Kepala Biro
BMN, Kepala
Pusdatin,
Seluruh
Sekretaris
Pelaksanaan Pelaksanaan Ditien, Rekapitulasi data
pengamanan pengamanan Seluruh engasuransian gedun
BMN BMN . | Peng geaung
(pengasuransian (pengasuransian Sekretaris Seluruh Unit | dan pemasangan tanda
RK.19 gedung dan 10.19 gedung dan 1 Badan, Esel_on I, pengaman t:_:lnah & rumah
0 masangan 0.1 emasanaan Sekretaris Kanwil, dan | negara, sertifikat hak
F:n da per?gaman Itoan da per?gaman Inspektorat UPT tanah, rekapitulasi data
tanah & rumah tanah & rumah Jenldere_‘l'_ . tanah,l Iapc_>ran k
negara) negara) Kepq a D|V|s_| penyelesaian sengketa
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT
Indikator Kinerja 96 Meningkatnya .
Pelaksanaan kualitas ;?gliklgzﬁggnanr:;gzyan
Anggaran Egzgﬁg);iagi Kemen_terian Hukum dan
lingkungan HAM triwulan IV TA 202_3
Kementerian untuk seluruh satuan kerja
:Zﬁm dan BO6: Laporan monev
' pelaksanaan anggaran
Monev Kementerian Hukum dan
pelaksanaan ‘;:Jornf\? laporan HAM triwulan | TA 2024
anggaran . .
RK1.19 Kementerian I?ig gﬁlaksgr;]aan 4 K;epﬂi;;:lo S;:;(ejzg?t B09: Laporan monev
Hukum dan HAM ' Ke?ngenterian pelaksanaan anggaran
untuk seluruh Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan
satuan kerja HAM triwulan Il TA 2024
B12: Laporan monev
pelaksanaan anggaran
Kementerian Hukum dan
HAM triwulan Il TA 2024
Note: sesuai Tata Naskah
Dinas




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Waktu

. . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan I LEitery IR et DR DU L
9 9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
BO3: Laporan tindak lanjut
hasil evaluasi Biro
Keuangan tentang monev
pelaksanaan anggaran
triwulan Il TA 2023
Seluruh
Sekretaris B06: Laporan tindak lanjut
Ditjen, hasil evaluasi Biro
Seluruh Keuangan tentang monev
Menindaklanjuti Jumlah laporan Sekretaris pelaksanaan anggaran
hasi . tindak lanjut hasil Badan, .| triwulan IV TA 2023
asil evaluasi Biro evaluasi Biro Sekretaris Seluruh Unit
RK2'19 Keuangan 10.19 Keuangan 4 Els, 200, Inspektorat Esel_o nl B09: Laporan tindak lanjut
tentang monev 2.1 B09, B12 Kanwil, dan . .
tentang monev Jenderal, hasil evaluasi Biro
pelaksanaan lak Kepala Divisi UPT Keuangan tentang mon
anggaran pelaksanaan epala Divisi euangan tentang monev
anggaran Administrasi, pelaksanaan anggaran
dan seluruh Triwulan | TA 2024
fungsi
administrasi B12: Laporan tindak lanjut
di UPT hasil evaluasi Biro
Keuangan tentang monev
pelaksanaan anggaran
Triwulan 1l TA 2024
Note: (sesuai Tata Naskah
Dinas)
Tindak Lanjut Tindak | Terlaksananya
Rekomendasi BPK | lanjut | rekomendasi
telah BPK.
sesuai Laporan pelaksanaan
denga Jumlah laporan tindak lanjut yang
n pelaksanaan dilaksanakan Kementerian
rekom Pelaksanaan tindak lanjut hasil Hukum dan HAM atas
endasi tindak lanjut hasil audit keuangan Sekretaris hasil audit eksternal 2
RK.19 | audit eksternal 10.19 | eksternal (BPK) Inspektorat | tahun terakhir (sesuai Tata
. 1 Inspektorat )
3 terkait keuangan 31 terhadap Jenderal Jenderal Naskah Dinas).

2 tahun terakhir (
2022 dan 2023)

Kementerian
Hukum dan HAM
2 tahun terakhir (
2022 dan 2023)

Note: Jika tidak dilakukan
audit, maka satuan kerja
dapat menggunakan surat
pernyataan sebagai data
dukung




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Target

Waktu

Penanggung Jawab

. . Pelaksanaan ;
Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan I LEitery IR et DR DU L
Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Kepala Biro
Keuangan,
Kepala
Pusdatin,
Jumlah laporan Seluruh Laporan pelaksanaan
pelaksanaan Sekretaris tindak lanjut audit internal
Er?(ljﬂ?(s;rr:?anhasil tindak lanjut audit Ditjen, 2 tahun terakhir yang
o keuangan internal Seluruh . belum ditindaklanjuti
audit internal t . Seluruh Unit )
. erhadap Sekretaris (sesuai Tata Naskah
RK.19 | terkait keuang_an 10.19 Kementerian 1 Badan Eselon |, Dinas)
4 géggu dn terakhir ( 41 Hukum dan HAM Sekretaris Kanwil, dan Note: Jika tidak dilakukan
an 2023) - UPT : )
yang belum 2 tahun terakhir ( Inspektorat audit, maka satuan kerja
ditindak dilanjuti 2022 dan 2023) Jenderal, dapat menggunakan surat
yang belum Kepala Divisi pernyataan sebagai data
ditindak lanjuti Administrasi, dukung.
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT
Opini BPK WTP Terv_vujudnya Kediat Jumlah laporan L kegiat
peniiian BPK rekonsliasidan kegiatan pra rekonsliasi dan |
tsaersglg?lyiig%?ah RK.19 | pemutakhiran 10.19 :)ilﬁgﬂts ;:'(iisrlac:]an 1 Kepala Biro Sekretariat pemutakhiran data laporan
ditetapkan. 5 data laporan 5.1 data laporan Keuangan Jenderal keuangan TA 2023
ggggngan TA keuangan TA I(Dsiisagou Tata Naskah
2023
Kegiatan pra ﬁgmiﬁgrllap?aran Laporan kegiatan pra
rekonsiliasi dan relgonsiliagi dan rekonsiliasi dan
RK.19 | pemutakhiran 10.19 takhi 1 Kepala Biro Sekretariat pemutakhiran data laporan
6 data laporan 6.1 gztn;li; orlgann Keuangan Jenderal keuangan TA 2024
keuangan TA keuan F;n TA (sesuai Tata Naskah
2024 9 Dinas)
2024
Monev akuntansi Jumlah laporan _ _ _ Lapora_n monev akuntansi
RK.19 berbasis akrual 10.19 | monev akuntansi 1 Kepala Biro Sekretariat berbasis akrual TA 2023
7 TA 2023 7.1 berbasis akrual Keuangan Jenderal (sesuai Tata Naskah
TA 2023 Dinas)




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target

Waktu

Penanggung Jawab

. . Pelaksanaan ;
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Monev akuntansi Jumlah laporan Laporan monev akuntansi
RK.19 berbasis akrual 10.19 | monev akuntansi 5 BO6. BO9 Kepala Biro Sekretariat berbasis akrual TA 2024
8 TA 2024 8.1 berbasis akrual ! Keuangan Jenderal (sesuai Tata Naskah
TA 2024 Dinas)
Kegiatan Jumiah Iap(_)ran Laporan kegiatan
o monev kegiatan S
rekonsiliasi data rekonsiliasi data rekonsiliasi data laporan
RK.19 | laporan keuangan 10.19 laporan 1 Kepala Biro Sekretariat keuangan tingkat Unit
9 tingkat Unit 9.1 p . Keuangan Jenderal Eselon | dan Kanwil TA
keuangan tingkat -
Eselon | dan - 2023 (sesuai Tata Naskah
Kanwil TA 2023 Unit Eselon | dan Dinas)
Kanwil TA 2023
: Jumlah laporan A
Kegiatan - Laporan kegiatan
e monev kegiatan S
rekonsiliasi data rekonsiliasi data rekonsiliasi data laporan
RK.20 | laporan keuangan 10.20 lanoran 1 Kepala Biro Sekretariat keuangan tingkat Unit
0 tingkat Unit 0.1 P : Keuangan Jenderal Eselon | dan Kanwil TA
keuangan tingkat .
Eselon | dan - 2024 (sesuai Tata Naskah
Kanwil TA 2024 Unit Eselon | dan Dinas)
Kanwil TA 2024
Kepala Biro
Keuangan,
Seluruh
Sekretaris
Pelaksanaan Jumlah laporan Ditjen, Laporan pelaksanaan
RK.20 Pengendalian 10.20 pengendalian Seluruh Seluruh Unit | Pengendalian Internal
i Internal Atas 1'1 Internal Atas 1 Sekretaris Eselonldan | Atas Laporan Keuangan
Laporan ’ Laporan Badan, Kanwil (sesuai Tata Naskah
Keuangan Keuangan Sekretaris Dinas)
Inspektorat
Jenderal,
Kepala Divisi

Administrasi




Waktu

Sasaran Target Pelaksanaan Penanggung Jawab
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
: Outcome)/ 9 9 Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
Kegiatan Utama 2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
SS.2 Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional
1. Terwujudnya Percepatan Transformasi Jabatan Fungsional; 2. Terselenggaranya Manajemen Talenta ASN yang Efektif dan Efisien; 3. Terwujudnya Percepatan Peningkatan Kapasitas Pegawai ASN; 4.
S.10 Terwujudnya Rekrutmen Pegawai ASN yang Efektif dan Efisien; 5. Terwujudnya Percepatan Transformasi Digital Manajemen ASN; 6. Terwujudnya Sistem Kesejahteraan ASN yang Adil, Layak, dan Berbasis
Kinerja; 7. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Sistem Merit dan Sistem Manajemen ASN
K.18 1. Penataan Indeks Sistem 380 Terimplementasi
Jabatan Merit kannya sistem Dokumen penetépan
Fungsional; 2. merit di kebutuhan ASN :
Penguatan lingkungan Penyusunan Jumlah dokumen 1. surat usulan kebutuhan
Manajemen Kementerian RK. Iéglt_)utllj(han ASN 10.20 I;(_elt_)uttlj(han ASN ) Kepala Biro Sekretariat [é)rmas:j}ngS\év.aI kepada
Talenta ASN; 3. Hukum dan 202 Iingkungan 21 Iingkungan SDM Jenderal emen ;
Pengelolaan HAM. Kementerian Kementerian 2. surat penetapan
Kinerja Pegawai Hukum dan HAM Hukum dan HAM kebutuhan formasi
ASN: 4. pegawai dari
Penguatan KemenPANRB;
Sistem Merit
Analisis Beban Jumlah dokumen
Kerja (ABK) Analisis Beban Dokumen Analisis Beban
RK. rer 10.20 | Kerja (ABK) Kepala Biro Sekretariat Kerja (ABK) jabatan
jabatan . 1 .
203 funasional ASN 3.1 jabatan SDM Jenderal fungsional ASN
Ker?]enkumham fungsional ASN Kemenkumham
Kemenkumham
Jumlah laporan
Seleksi pengumuman Laporan pengumuman
penerimaan calon seleksi poran peng
taruna taruni penerimaan calon . . seleksi penerimaan calon
RK. sekolah 10.20 taruna taruni 1 Kepala Biro Sekretariat taruna taruni sekolah
204 kedinasan 4.1 sekolah SDM Jenderal kedinasan POLTEKIM dan
POLTEKIM dan kedinasan POLTEKIP (sesuai Tata
POLTEKIP POLTEKIM dan Naskah Dinas)

POLTEKIP
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Outcome
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Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Seleksi Jumlah laporan _
. seleksi Laporan seleksi
penerimaan . : .
CPNS di penerimaan penerimaan CPNS di
RK. linakunaan 10.20 | CPNSdi 1 Kepala Biro Sekretariat lingkungan Kementerian
205 K gkungar 5.1 lingkungan SDM Jenderal Hukum dan HAM Tahun
ementerian ’ ;
Kementerian 2023 (sesuai Tata Naskah
Hukum dan HAM ;
Tahun 2023 Hukum dan HAM Dinas)
Tahun 2023
Seleksi gglrglﬁ,? iaporan Laporan seleksi
penerimaan . pore .
PPPK di penerimaan _ _ penerimaan PPPK d|_
RK. linakunoan 10.20 | PPPK di 1 Kepala Biro Sekretariat lingkungan Kementerian
206 gkungar 6.1 lingkungan SDM Jenderal Hukum dan HAM Tahun
Kementerian ; .
Kementerian 2023 (sesuai Tata Naskah
Hukum dan HAM ;
Tahun 2023 Hukum dan HAM Dinas)
Tahun 2023
Jumlah dokumen
rekapitulasi hasil
Menginventarisir inventarisasi . . .
pegavia peganai ivenarisas pegawal
Kementerian Kementerian Kementerian &u?(um dan
RK. Hukum dan HAM 10.20 | Hukum dan HAM Kepala Biro Sekretariat
1 HAM yang belum
207 yang belum 7.1 yang belum SDM Jenderal 2 P
S I mengikuti penilaian
mengikuti mengikuti Kompetensi van
penilaian penilaian di P yang
k . . itandatangani pimpinan
ompetensi kompetensi yang
ditandatangani
pimpinan
Membuat surat gag{ah dokumen
tp;:(r;(:f:?inan permohonan Dgrﬁz)nheor;lzlrjlrgrkait uji
RK. kom eténsi talent 10.20 | terkait uji 1 Kepala Biro Sekretariat Eom etensi talent ocJ)I
208 P . 8.1 kompetensi talent SDM Jenderal pe P
pool sesuai ) sesuai dengan hasil
. pool sesuai : .
dengan hasil . inventaris
. h dengan hasil
inventaris

inventaris




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target Pelgzlgnuaan Penanggung Jawab
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
9 Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Penilaian
kompetensi
pegawai berdasar
pada hasil
inventarisasi
pegawai Jumlah laporan ) Laporan hasil penilaian
g(lfg Kementerian I%io hasil penilaian 1 Sgllgrseltja'\r/lls BPSDM kompetensi (sesuai Tata
Hukum dan HAM ' kompetensi Naskah Dinas)
yang belum
mengikuti
penilaian
kompetensi
dengan target 5%
Jumlah dokumen
Pelaksanaan
; pelaksanaan
manajemen manaiemen SK Penetapan Keputusan
talenta (Akuisisi ! . Pejabat Pembina
talenta talenta (Akuisisi . . Kepegawaian melalui
RK. ’ 10.21 | talenta, Kepala Biro Sekretariat o
210 Pengembangan 01 Pengembangan 1 SDM Jenderal proses Akuisisi talenta,
talenta, Retensi ’ ; Pengembangan talenta,
talenta, Retensi .
talenta, dan Retensi talenta, dan
talenta, dan
Penempatan Penempatan talenta
Penempatan
talenta)
talenta)
Hasil SK Jumlah SK 1. SK Tim Penilaian
penempatan penempatan Kinerja;
RK. jabatan sesuai 10.21 | jabatan sesuai 2 Kepala Biro Sekretariat 2. SK penempatan jabatan
211 dengan hasil 11 dengan hasil SDM Jenderal sesuai dengan hasil
pemetaan talenta pemetaan talenta pemetaan talenta Tahun
Tahun 2023 Tahun 2023 2023
Evaluasi jabatan Jumlah dokumen
- evaluasi jabatan ..
fungsional ASN - Dokumen evaluasi jabatan
fungsional ASN )
Kemenkumham Kemenkumham fungsional ASN
RK. dalam 10.21 dalam 1 Kepala Biro Sekretariat Kemenkumham dalam
212 menentukan 21 SDM Jenderal menentukan kelas jabatan
kelas jabatan dan Ee?gsnatlllj)ﬁgn dan dan nilai jabatan
nilai jabatan clas | fungsional
- nilai jabatan
fungsional :
fungsional
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Menyusun Jumlah Peraturan
Peraturan Menteri Menteri Hukum Peraturan Menteri Hukum
Hukum dan HAM dan HAM tentang .
- . . . dan HAM tentang jabatan
RK. tentang jabatan 10.21 | jabatan Kepala Biro Sekretariat . -
B ; . . 1 fungsional di lingkungan
213 fungsional di 31 fungsional di SDM Jenderal Kementerian Hukum dan
lingkungan lingkungan HAM
Kementerian Kementerian
Hukum dan HAM Hukum dan HAM
Jumlah laporan
Penyempurnaan envemburmaan
RK. standar 10.21 gtan):iar P 1 Kepala Biro Sekretariat Dokumen standar
214 kompetensi 4.1 Kompetensi SDM Jenderal kompetensi jabatan
jabatan (SKJ) Komp
jabatan (SKJ)
Assesment bagi ;ernelsgmogzni
RK. administrator dan 10.21 L 9 Kepala Biro Sekretariat
: administrator dan 1 Dokumen assessment
215 jabatan 51 . SDM Jenderal
h jabatan
fungsional f ;
ungsional
Jumlah laporan
Rekrutmen dan pelaksanaan Laporan pelaksanaan
seleksi jabatan rekrutmen dan rekpr utmeﬂ dan seleksi
fungsional seleksi jabatan iabatan funasional
RK. berdasarkan hasil 10.21 | fungsional 1 Kepala Biro Sekretariat Jber dasarka?I hasil
216 pemetaan 6.1 berdasarkan hasil SDM Jenderal k h
kebutuhan pemetaan pemetaan et_)utu an .
iabatan kebutuhan jabatan fungsional (sesuai
! : . Tata Naskah Dinas)
fungsional jabatan

fungsional
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.. . " Jumlah laporan
RK Eéln?ggtagr?sidan ul 10.21 uji potensi dan uji Pusat Dokumen hasil uji potensi
: T . ' kompetensi 2 Penilaian BPSDM dan uji kompetensi
217 kmualttr;?glenal sosial 71 manajerial sosial Kompetensi manajerial sosial kultural
kultural
Penquatan sz:?hk;zzran Kepala Pusat Laporan peningkatan
RK. gu 021 | PEMN9 Penilaian kapasitas dan kapabilitas
kapasitas dan kapasitas dan 1 . BPSDM .
218 kapabilitas asesor 8.1 kanabilitas Kompetensi asesor (sesuai Tata
P P BPSDM Naskah Dinas)
asesor
BO6 : 3 laporan
Jumlah laporan pelaksanaan assessment
Penvelenggaraan assessme?]t Kepala Pusat kompetensi (sesuai Tata
RK. yelengg 10.21 ) Penilaian Naskah Dinas)
assessment kompetensi yang 7 . BPSDM .
219 Kompetensi 9.1 diselenaoarakan Kompetensi B12 : 4 laporan
P engg BPSDM pelaksanaan assessment
(kegiatan) ; .
kompetensi (sesuai Tata
Naskah Dinas)
Penyusunan Jumlah laporan Kepala Pusat Laporan pela_ksanaan
RK instrumen 10.22 | Penyusunan Penilaian penyusuhan |nstrum¢n
226 P ’ instrumen 1 . BPSDM penilaian kompetensi
penilaian 0.1 ilai Kompetensi i Tata Naskah
kompetensi penilaian BPSDM (s_esual ata Naskal
kompetensi Dinas)
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BO6 : 1 laporan hasil
feedback penilaian
Kepala Pusat kompetensi (sesuai Tata
RK. Fzr?ﬁ;gﬁk 10.22 J:rr:;llgir;;eedback 3 Penilaian BPSDM Naskah Dinas)
221 Eompetensi 11 Eompetensi Kompetensi B12 : 2 laporan hasil
BPSDM feedback penilaian
kompetensi (sesuai Tata
Naskah Dinas)
Tata kelola data Jumlah dokumen Kepala Pusat
RK dan informasi 10.22 data penilaian Penilaian Dokumen data penilaian
222’ penilaian dan 2'1 dan 1 Kompetensi BPSDM dan pengembangan
pengembangan ’ pengembangan BPSDM kompetensi
kompetensi kompetensi
Kepala Pusat
Pengembang
Jumlah laporan an Pelatihan Laporan pelaksanaan
P pelaksanaan Fungsional p P
engembangan pengembangan dan HAM pengembangan
RK. kompetensi SDM 10.22 kompetensi SDM 1 Kepala Pus,at BPSDM kompetensi SDM ASN
223 ASN Bidang 31 ASN Peﬂgembang Kementerian Hukum dan
Hukum dan HAM Kementerian an Pelatihan gﬁ;l;/lsgsesual Tata Naskah
Hukum dan HAM Teknis dan
Kepemimpin
an
Kepala Pusat
Jumlah laporan Pengembang
Penyusunan atau pelaksanaan an Pele_ltihan Laporan pelaksanaan_
reviu kurikulum penyusunan atau Fungsional penyusunan atau reviu
RK modul dan bah:;m 10.22 reviu kurikulum, dan HAM, kurlkulum, modL_JI dan
224' ajar pelatihan 4'1 modul da_n bahan 1 Kepala Pusat BPSDM bahan ajar pela_tlhan SDM
SDM ASN Bidang ' ajar pelatihan Pengemt_)ang ASN Kementerlan Hukum
Hukum dan HAM SDM ASN an Pelatihan dan HAM (sesuai Tata
Kementerian Teknis dan Naskah Dinas)
Hukum dan HAM Kepemimpin
an
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Kepala Pusat
Jumlah laporan Zﬁngglrg tti)r?arl]r?
pelaksanaan . Laporan pelaksanaan
Penyelenggaraan | Fungsional
pengembangan penyelenggaraan dan HAM penyelenggaraan
RK. clatihan SDM 10.22 | pengembangan 1 Kepala Pus’at BPSDM pengembangan pelatihan
225 QSN Bidan 5.1 pelatihan SDM Peﬁ emban SDM ASN Kementerian
Hukum dangHAM ASN an F?elatihar? Hukum dan HA.M (sesuai
Kementerian Teknis dan Tata Naskah Dinas)
Hukum dan HAM Kepemimpin
an
Jumlah laporan Eggafmpblf:t
N pelaksanaan gembang
Momtorl_ng dan monitoring dan an Pelatihan Lapqran pelaksanaan _
evaluasi pasca evaluasi pasca Fungsional monitoring dan evaluasi
RK. pelaksanaan 10.22 | pelaksanaan dan HAM, pasca pelaksanaan _
pengembangan 1 Kepala Pusat BPSDM pengembangan pelatihan
226 . 6.1 pengembangan :
pelatihan SDM clatinan SDM Pengembang SDM ASN Kementerian
ASN Bidang KSN an Pelatihan Hukum dan HAM (sesuai
Hukum dan HAM Kementerian Teknis dan Tata Naskah Dinas)
Hukum dan HAM Kepeg::mpln
Kepala Balai Balai Diklat
Diklat Hukum Hukum dan
dan HAM HAM
Jumlah laporan Kepulauan Kepulauan
Perencanaan elaksanagn Riau, Kepala Riau, Balai Laporan pelaksanaan
envelenaaaraan perencanaan Balai Diklat Diklat perencanaan
RK. giklgt Hulgl?m dan 10.22 pen elenqgaraan 1 Hukum dan Hukumdan | penyelenggaraan diklat
227 ; 7.1 | Penveengg HAM Jawa | HAMJawa | Hukum dan HAM di
HAM di diklat Hukum dan ) .
. - Tengah, Tengah, kewilayahan (sesuai Tata
kewilayahan HAM di | lai 12 Dikl kah Di
kewilayahan K_epa a Balai Balai Diklat | Naskah Dinas)
Diklat Hukum Hukum dan
dan HAM HAM
Sulawesi Sulawesi
Utara Utara




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Target

Waktu

Penanggung Jawab

. . Pelaksanaan ;
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
Rincian Kegiatan Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Kepala Balai Balai Diklat
Diklat Hukum Hukum dan
dan HAM HAM
Kepulauan Kepulauan
Jumlah laporan Riau, Kepala Riau, Balai
Pelaksanaan elaksanagn Balai Diklat Diklat Laporan pelaksanaan
RK. diklat Hukum dan 10.22 giklat Hukum dan 1 Hukum dan Hukumdan | diklat Hukum dan HAM di
228 HAM di 8.1 HAM di HAM Jawa HAM Jawa | kewilayahan (sesuai Tata
kewilayahan kewilavahan Tengah, Tengah, Naskah Dinas)
4 Kepala Balai | Balai Diklat
Diklat Hukum Hukum dan
dan HAM HAM
Sulawesi Sulawesi
Utara Utara
Jumlah laporan Laporan (sesuai Tata
Rekrut_njen dan rekrutmen dan . ) Naskah Dinas) dilengkapi
RK. seleksi jabatan 10.22 seleksi iabatan 2 Kepala Biro Sekretariat dengan (undangan rapat
229 fungsional asesor 9.1 f > SDM Jenderal 9 gan rapat,
SDM ungsional asesor notula, dafta_r hadir, dan
SDM dokumentasi)
RK Evaluasi aplikasi 10.23 Jumiah laporan Kepala Biro Sekretariat Laporan hasil evaluasi
236 SIMPe. P 0.1 hasil evaluasi 2 B06, B12 pSDM Jenderal aplikasi SIMPeg (sesuai
9 ’ aplikasi SIMPeg Tata Naskah Dinas)
Pengembangan ‘]::“imgg:rzg Laporan pengembangan
RK. aplikasi sistem 10.23 | Pengembang Kepala Biro Sekretariat | aplikasi sistem informasi
. - aplikasi sistem 1 ) ; >
231 informasi 11 informasi SDM Jenderal manjemen karir (sesuai
manajemen karir manjemen Karir Tata Naskah Dinas)
Jumiah laporan Laporan pelaksanaan
Integrasi SIMPeg pelaksanaan -ap P
dalam integrasi SIMPeg . . integrasi SIMPeg dalam
RK. mewuiudkan satu 10.23 dalam 4 Kepala Biro Sekretariat mewujudkan satu data
232 ! 21 . SDM Jenderal ASN Kemenkumham
data ASN mewujudkan satu sesuai Tata Naskah
Kemenkumham data ASN (Dinas)
Kemenkumham
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1. Dokumen SKP
(berdasar ketentuan
Kepala Biro terbaru_) 10 orang pegawai
dan pejabat (secara
SDM, Kepala L : L
! berjenjang) yang disetujui
Pusdatin, . .
Seluruh dan ditandatangani oleh
Sekretaris atasan langsung,
Ditjen, I

Terdapat Jumlah dokumen Seluruh éh?ﬁ;ﬁeggzﬁﬂg ?}n

penetapan kinerja penetapan kinerja Sekretaris Seluruh Unit 1) pa -

i [l Kerja yang disetujui dan
RK. individu yang 10.23 | individu yang 4 Badan, Eselon |, ditandatanaani oleh
233 terkait dengan 31 terkait dengan Sekretaris Kanwil, dan 9

L AR S AR atasan langsung
perjanjian kinerja perjanjian kinerja Inspektorat UPT

organisasi organisasi Jendere_xl,_ ) 3. Dokumen Perjanjian

Kepala Divisi S )
L : Kinerja Pejabat Struktural
Administrasi, ang disetuiui dan
dan seluruh yang Ju
f - ditandatangani oleh
ungsi ’
- . Kepala Satuan Kerja
administrasi
di UPT 4. Dokumen Penetapan
Kinerja yang berasal dari
Aplikasi E-Performance
Kepala Biro
SDM,
Seluruh
Sekretaris
Ditjen, Dokumen Evaluasi Kinerja
Seluruh Pimpinan Tinggi/Kepala
Jumlah dokumen . -

Pengukuran pelaksanaan Sgl;r;atl;;ns Seluruh Unit ;J:r:]— ;eéeét;atasntrjullzdgerlar:l,
RK. kinerja SDM ASN 10.23 | pengukuran 1 Sekretar'is Eselon |, Pelaﬁsana (gam ling)
234 Kemenkumham 4.1 kinerja SDM ASN Inspektorat Kanwil, dan berdasar pada ’()enilgian

tahun 2023 Kemenkumham p UPT N p pent

Jenderal, kinerja SDM sesuai
tahun 2023 L L
Kepala Divisi dengan struktur organisasi
Administrasi, tahun 2023
dan seluruh
fungsi
administrasi

di UPT
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Pembentukan tim Jumiah Iaporaq
pembentukan tim
penyusun enyusun
Keputusan peny SK tim penyusun
: Keputusan .
Menteri Hukum Menteri Hukum Keputusan Menteri Hukum
RK. dan HAM tentang 10.23 dan HAM tentan 1 Kepala Biro Sekretariat dan HAM tentang
235 pemberian 5.1 emberian g SDM Jenderal pemberian penghargaan
penghargaan dan pen hargaan dan dan sanksi berdasarkan
sanksi pengharg kinerja
sanksi
berdasarkan K
Kinerja berdasarkan
kinerja
Penyusunan Jumlah dokumen
keputusan keputusan
menteri menteri Dokumen keputusan
RK. pemberian 10.23 | pemberian Kepala Biro Sekretariat - P
1 menteri penghargaan dan
236 penghargaan dan 6.1 penghargaan dan SDM Jenderal . L
. . sanksi berdasarkan kinerja
sanksi sanksi
berdasarkan berdasarkan
kinerja kinerja
1. Pusat
Pelatihan
- Jumlah dokumen Teknis _dan_ .
Pendidikan dan o Kepemimpin Dokumen SK pelatihan,
RK. ) 10.23 | pendidikan dan o -
pelatihan yang . 1 an BPSDM sertifikat pelatihan,
237 . f 7.1 pelatihan yang
terintegrasi - f 2. Pusat laporan
terintegrasi -
Pelatihan
Fungsional
dan HAM
Kepala Biro
SDM,
Seluruh
Sekretaris
Ditjen,
. Jumlah laporan Seluruh_ ’
Pendampingan . Sekretaris . Laporan (sesuai Tata
pendampingan Seluruh Unit : ) )
RK. penyusunan 10.23 | penyusunan Badan,_ Eselon | Naskah Dinas) dilengkapi
238 analisis Ja_batan 81 analisis jabatan 1 Sekretaris Kanwil, dan dengan (undanga_n rapat,
Kementerian ) Inspektorat notula, daftar hadir, dan
Kementerian UPT -
Hukum dan HAM Hukum dan HAM Jenderal, dokumentasi)
Kepala Divisi
Administrasi
dan seluruh
fungsi
administrasi

di UPT
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Penyempurnaan ;:;n;gm;uprzg]n Laporan (sesuai Tata
RK. nama_Jab atan dan 10.23 | nama jabatan Kepala Biro Sekretariat Naskah Dinas) dilengkapi
kelas jabatan h 1 dengan (undangan rapat,
239 ; 9.1 dan kelas jabatan SDM Jenderal .
terkait dengan . notula, daftar hadir, dan
A terkait dengan -
evaluasi jabatan = dokumentasi)
evaluasi jabatan
Kepala Biro
SDM,
Seluruh
Sekretaris
Ditjen,
Monitoring dan Jumlah laporan Ssegl;:?is
evaluasi 9 monitoring dan Badan Seluruh Unit | Laporan monitoring dan
RK. imolementasi 10.24 | evaluasi 5 Sekretar’is Eselon |, evaluasi implementasi
240 P 0.1 implementasi Kanwil, dan | penegakan disiplin (sesuai
penegakan Inspektorat :
- ) penegakan UPT Tata Naskah Dinas)
disiplin pegawai disiolin peqawai Jenderal,
piin peg Kepala Divisi
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT
Kepala Biro
SDM,
Seluruh
Sekretaris
Ditjen,
Melakukan public Jumlah laporan Seluruh Laporan kegiatan public
campaign public campaign Sekretaris .| campaign berupa
Seluruh Unit
penegakan penegakan Badan, pemasangan atau
RK. S 10.24 LS . Eselon |,
disiplin untuk disiplin untuk 1 Sekretaris ) penyebarluasan
241 ) . 1.1 ) . Kanwil, dan -
internal pegawai internal pegawai Inspektorat UPT flyer/baliho/banner/poster
masing-masing masing-masing Jenderal, (sesuai Tata Naskah
satker satker Kepala Divisi Dinas)
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT
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Kepala Biro
SDM,
Seluruh
Sekretaris
Ditjen,
L Jumlah dokumen Seluruh_
Inventarisasi data : o Sekretaris . . L
egawai terkait |nventar!sa5| dgta Badan Seluruh Unit | Dokumen inventarisasi
RK. gp IS, BP 10.24 | pegawai terkait 1 Sekretarvis Eselon |, data pegawai terkait
242 TAPE’RA dan 21 BPJS, BP Inspektorat Kanwil, dan | BPJS, BP TAPERA, dan
’ TAPERA, dan p UPT TASPEN
TASPEN Jenderal,
TASPEN L
Kepala Divisi
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT
Kepala Biro
SDM,
Seluruh
Sekretaris
Ditjen
. _ Jumlah laporan \
Mer}|r_1daklanjgt| . tindak lanjut hasil Seluruh_ Laporan tindak lanjut hasil
hasil inventarisasi h Lo Sekretaris luruh Uni - L ;
data pegawai inventarisasi d_ata Badan Seluruh Unit inventarisasi data pegawai
RK. . 10.24 | pegawai terkait . Eselon |, terkait BPJS, BP TAPERA,
terkait BPJS, BP 1 Sekretaris -
243 3.1 BPJS, BP Kanwil, dan | dan TASPEN yang belum
TAPERA, dan Inspektorat .
TAPERA, dan UPT terdaftar (sesuai Tata
TASPEN yang Jenderal, :
belum terdaftar TASPEN yang Kepala Divisi Naskah Dinas)
belum terdaftar paia >
Administrasi,
dan seluruh
fungsi
administrasi
di UPT
Jumlah laporan Laporan sosialisasi
Sosialisasi sosialisasip tentang BP TAPERA,
Rk, | tentang BP 10.24 | tentang BP KepalaBiro | Sekretariat | |~ EN, dan BPJS
o4l TAPERA, a1 TAPERA 1 SDM Jenderal (undangan rapat, notula,
TASPEN, dan ' ’ daftar hadir dan
TASPEN, dan - .
BPJS BPJS dokumentasi) (sesuai Tata
Naskah Dinas)




Waktu

Sasar:?\n . . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
NoO (Immediate Indikator Target Outcome Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
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UPT
Laporan sosialisasi
Sosialisasi Jurr_lla_h Iaporan tentang i_zin percera_ian,
RK. tentang izin 10.24 303|allsa_3|_ Kepala Biro Sekretariat izin belajar, dan cuti
I tentang izin 1 (undangan rapat, notula,
245 perceraian, izin 5.1 R SDM Jenderal daftar hadir d
belajar, dan cuti perceraian, izin aftar hadir dan _
' belajar, dan cuti dokumentasi) (sesuai Tata
Naskah Dinas)
Sosialisasi J“"."a.h Ia_poran Laporan sosialisasi
sosialisasi
pedoman edoman pedoman pelaksanaan
pelaksanaan pelaksanaan program persiapan purna
program pro ram bakti dan wisuda purna
RK. persiapan purna 10.24 pergia an purna 1 Kepala Biro Sekretariat bakti di lingkungan
246 bakti dan wisuda 6.1 persiapan p SDM Jenderal Kementerian Hukum dan
L bakti dan wisuda
purna bakti di urna bakti di HAM (undangan rapat,
lingkungan p notula, daftar hadir dan
; lingkungan ] -
Kementerian Kementerian dokumentasi) (sesuai Tata
Hukum dan HAM Hukum dan HAM Naskah Dinas)
K.19 Pelaksanaan Indeks Cukup | Terwujudnya
Core Values ASN | BerAKHLAK sehat | ASN yang
(50%- BerAKHLAK di
74,9% | lingkungan Penyusunan Jumlah dokumen
) Kementerian RK. Permenkumham 10.24 | Permenkumham 1 Kepala Biro Sekretariat | Permenkumham tentang
Hukum dan 247 tentang 7.1 tentang SDM Jenderal BerAKHLAK
HAM. BerAKHLAK BerAKHLAK
Laporan pelaksanaan
Sosialisasi Jumlah laporan sosialisasi
sosialisasi Permenkumham tentang
Permenkumham .
Permenkumham . ) BerAKHLAK dan survei
RK. tentang 10.24 Kepala Biro Sekretariat
248 | BerAKHLAKdan | 8.1 | ©Mang ! SDM Jenderal | COr¢ value BErAKHLAK
) ' BerAKHLAK dan (undangan rapat, notula,
survei core value . | hadi
BerAKHLAK survei core value daftar hadir gian _
BerAKHLAK dokumentasi) (sesuai Tata

Naskah Dinas)




No.

Sasaran
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Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Rincian Kegiatan

Indikator Output dari
Rincian Kegiatan

RK.
249

Telah dibangun
budaya kerja dan
pola pikir di
lingkungan
organisasi

Jumlah dokumen
pelaksanaan
kegiatan
10.24 | pelatihan budaya
9.1 kerja dan pola
pikir di
lingkungan
organisasi

Target Pellegnuaan Penanggung Jawab .
Data Dukung/Bukti
Eselon I, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
B03: 1. Dokumen Laporan
Pelaksanaan Kegiatan
Pelatihan budaya kerja
atau Tata Nilai PASTI dan
BerAKHLAK (Kegiatan
dapat dilakukan oleh
internal satuan kerja.
Kepala Biro Contoh: Workshop, in
SDM, Kepala House Training) 2.
Pusdatin, Dokumen laporan
Seluruh pelaksanaan kegiatan
Sekretaris penerapan budaya kerja
Ditjen, berikut dokumentasinya
Seluruh
Sekretaris Seluruh Unit | BO03, B06, B0O9, B12: 3.
6 BO3, BO6, Badan, Eselon I, Dokumentasi pegawai
B09, B12 Sekretaris Kanwil, dan | yang menerima reward
Inspektorat UPT dan punishment. Contoh:
Jenderal, a. Penghargaan/Piagam
Kepala Divisi terhadap pegawai
Administrasi, terbaik/teladan atas
dan seluruh kehadiran dan kinerja.
fungsi SK Hukdis/Usulan
administrasi Penjatuhan Hukdis dan
di UPT BAP. (Jika tidak terdapat

hukdis menggunakan
surat keterangan kasatker
yang menyatakan bahwa
tidak terdapat pegawai
yang sedang dalam
proses atau menjalani
hukdis pada satuan kerja)




No.

Sasaran
(Immediate
Outcome)/

Kegiatan Utama

Indikator

Target

Outcome

Waktu

. . Target Pelaksanaan Penanggung Jawab .
Rincian Kegiatan Indikator Output dari Data Dukung/Bukti
Rincian Kegiatan Eselon |, Capaian
2024 2024 Eselon Il Kanwil, dan
UPT
Laporan hasil survei core
value BerAKHLAK
RK. | Surveicorevalue | 10.25 | Jumiahlaporan 1 KepalaBiro | Sekretariat Feriatuan kerja g' on |
250 BerAKHLAK 0.1 survei core value SDM Jenderal ingkungan Ur)|t selon
' BerAKHLAK dan Kantor Wilayah
(sesuai Tata Naskah
Dinas)
Jumlah laporan Lap(_)rar] pelaksanaan .
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan . .
o o hasil survei core value
Monitoring dan monitoring dan BerAKHLAK dan
RK. evaluasi hasil 10.25 | evaluasi hasil Kepala Biro Sekretariat . . .
- : 1 rekomendasi hasil survei
251 survei core value 11 survei core value SDM Jenderal di linakunaan Unit Eselon |
BerAKHLAK BerAKHLAK dan gxungan
} dan Kantor Wilayah
rekomendasi ;
. . (sesuai Tata Naskah
hasil survei

SEKRETARIS JENDERAL,

Dinas)

L (P) Dr. (H.C.) ANDAP BUDHI REVIANTO, S.I.K, MH.




